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Abstraksi 
 
ILHAM JAMALUDDIN. E11108009 . Pembentukan Daerah Otonom Baru 
Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa. Dibawah 
bimbingan  Dr. Muhammad Saad, M.A. sebagai Pembimbing I dan Dr. Gustiana 
A. Kambo, M.S.i sebagai Pembimbing II.           
   
Pemekaran merupakan pemisahan wilayah administrative antara pusat dan  
daerah. Pemekaran pada dasarnya berimplikasi pada pembentukan daerah yang 
dimana daerah ingin mengurusi dan mengelolah daerahnya sendiri. Hal tersebut 
untuk memperpendek jarak dan rentan kendali antara Daerah dengan pusat 
Pemerintahan serta yang lebih penting adalah kesejahteraan masayarakat. 
 
Kendali pemerintahan yang terlalu luas dapat menyebabkan pelayanan 
publik yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata, dan kemiskinan 
yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. 
Sehingga posisi ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu mana wilayah yang 
akan memekarkan diri. Jika daerah mekar menjadi kabupaten baru, maka daerah 
tersebut awalnya merupakan daerah yang letaknya jauh dari ibu kota di kabupaten 
lama, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dan sarana 
umum. 
 
Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Balanipa 
yang telah menjadi wacana beberapa tahun silam yang sampai saat ini masih 
melakukan pengkajian terhadap syarat-syarat ketentuan terkait pantas tidaknya 
Kecamatan Balanipa dibentuk menjadi sebuah Kabupaten. Berkaitan dengan hal 
tersebut, penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Baru studi tentang rencana pembentukan Kabupaten Balanipa. Konsep 
yang penulis digunakan dalam Penelitian ini adalah Konsep Otonomi Daerah, 
Pembentukan Daerah Otonom Baru, Syarat-Syarat pembentukan daerah sesuai 
dengan  PP No.78 Tahun 2007. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah Pembentukan 
Kabupaten Balanipa sudah sesuai dengan syarat-syarat kelayakan pembentukan 
daerah terkait PP No.78 tahun 2007. Penulis menggunakan metode Deskriptif 
kualitatif dengan dasar tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif analisis 
dengan menggambarkan dengan argument yang tepat. Tujuan penelitian deskriptif 
ini untuk menjelaskan secara sistematis, faktual,dan akurat mengenai fakta-fakta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala persyaratan sesuai dengan 
PP 78 Tahun 2007 yang dimana syarat tersebut meliputi syarat  Administratif, 
Teknis dan Fisik Kewilayahan sudah sesuai dengan syarat-syarat kelengkapan 
yang telah ditempuh oleh Calon DOB Kabupaten Balanipa, sehingga Kabupaten 
Balanipa layak menjadi salah satu Daerah Otonom di Sulawesi Barat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai 
hasil dari upaya peningkatan kualitas nasional yang sistematis, telah 
melahirkan berbagai arus tuntutan baru di semua sektor kehidupan.Salah 
satu isu yang berkaitan dengan arus tersebut adalah tuntutan sejumlah 
daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. 
Pembahasan di seputar wacana pemekaran wilayah 
kabupaten/kota dan provinsi,akhir-akhir ini merupakan salah satu tema 
politik yang menggelembung di masyarakat. Perbincangan seputar 
pemekaran wilayah bahkan sudah sangat meluas dan mewacana dengan 
cepat dalam kehidupan masyarakat. Maka tak heran isu ini menjadi  topik 
menarik sampai saat ini. Harus kita akui, bahwa ramainya 
pembahasanserta semangat masyarakat seputar pemekaran wilayah 
tersebut, sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan kuat dari masyarakat 
lokal untuk mengadakan perubahan yang diarahkan melalui usaha-usaha 
pensejahteraan rakyat.  
Pertimbangan lain dilakukannya pemekaran wilayah adalah terkait 
aspek potensi yang dimiliki daerah, sehingga dipandang perlu diberikan 
wewenang kepada daerah-daerah tersebut untuk mengurus pemerintahan 
daerahnya sendiri. Potensi daerah yang merupakan kekayaan alam baik 
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yang sifatnya dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui 
seperti minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, biji besi ataupun nikel, 
melahirkan pertimbangan khusus bagi Pemerintah Pusat untuk mengatur 
pemerataan daerah. Hasrat ini kemudian mewajibkan pemerintah 
membentuk pemerintah daerah sekaligus pemberian otonomi daerah 
untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya.1 Dalam konteks ini 
malah ada kecenderungan Pemerintah Pusat untuk mengatur 
pemerintahan hingga berakibat daerah kehilangan kreativitas dan inovasi. 
Kebutuhan untuk memanfaatkan institusi daerah disebabkan oleh 
adanya variasi dalam hal kepadatan penduduk, itensitas kebutuhan dan 
minimnya sumber daya yang tersedia pada masyarakat. Dalam dua 
dekade terakhir ini misalnya, kepentingan potensial pemerintah daerah 
telah meningkat sejalan dengan tuntutan yang semakin besar terhadap 
pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan.  
Pembangunan yang semakin luas di daerah telah menciptakan 
wilayah-wilayah perkotaan, yang pada gilirannya menciptakan tuntutan 
yang semakin kompleks. Semakin besar hambatan, semakin tidak dapat 
dihindarkan masalah sosial yang timbul di wilayah-wilayah tersebut, 
seperti masalah kriminalitas, pemukiman kumuh, persediaan air yang tidak 
mencukupi, fasilitas kebersihan yang terbatas, persekolahan yang tidak 
memuaskan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan di segala 
                                                        
1S.H. Sarundajang, Babak Baru dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Penerbit Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 
2005, hal. 56-57. 
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bidang . Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius dengan 
melibatkan unsur lembaga yang mampu menciptakan keteraturan.  
Pemerintah daerah dengan berbagai produk peraturannya 
dipandang penting peranannya untuk mengatasi permasalahan yang 
kompleks, sebab jangkauan dan kemampuan Pemerintah Pusat terlalu 
jauh untuk menangani masalah-masalah ini. Dengan demikian, masalah 
keterbatasan kemampuan Pemerintah Pusat juga merupakan salah satu 
alasan pentingnya diadakan pemekaran wilayah atau dalam hal ini 
pembentukan daerah otonomi baru. 
Kendali pemerintahan yang terlalu luas dapat menyebabkan 
pelayanan publik yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata, 
dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota 
pemerintahan. Sehingga posisi ibukota pemerintahan menjadi faktor 
penentu mana wilayah yang akan memekarkan diri. Jika daerah mekar 
menjadi kabupaten baru, maka daerah tersebut awalnya merupakan 
daerah yang letaknya jauh dari ibu kota di kabupaten lama, sehingga sulit 
bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dan sarana umum.  
Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah 
menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang 
bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.2 Sementara dalam 
prakteknya sampai dengan saat ini. Sebelumnya, tata cara pembentukan, 
penghapusan, dan penggabungan daerah yang diatur dalam Peraturan 
                                                        
2 Undang - Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 4 Ayat (3) 
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Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 diganti Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah. Dalam PP No 78 Tahun 2007 mengatur 
mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 (tiga) 
persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan : 
(1) Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian 
besarmasyarakat, (2) Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor 
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang 
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain 
tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat 
kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan 
pemerintahan, (3) Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan 
daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan 
prasarana pemerintahan.3 
Akan tetapi dalam hal ini, penulis menfokuskan pembahasan  
mengenai pembentukan Kabupate Balanipa pada 2 (dua) syarat. Syarat 
yang dimaksud disini adalah syarat Administratif dan syarat Fisik 
Kewilayahan saja. 
Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru 
dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang 
                                                        
3Peraturan Pemerintah RI NO.78 TAHUN 2007  tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 
penggabungan Daerah 
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optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di 
dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Syarat administrasi mengatur mengenai keputusan persetujuan 
DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota induk, DPRD Provinsi, gubernur 
serta Rekomendasi Mendagri untuk pembentukan Kabupaten/kota. 
Sedangkan untuk provinsi baru keputusan persetujuannya meliputi semua 
DPRD Kabupaten yang tercakup dalam wilayah calon provinsi baru,   
Bupati/Walikota, DPRD Provinsi induk, Gubernur Rekomendasi mendagri. 
Sementara syarat  fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, 
lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Syarat cakupan 
wilayah untuk pembentukan Provinsi minimal terdiri dari 5 
Kabupaten/Kota, untuk pembentukan Kabupaten minimal 5 kecamatan, 
dan pembentukan Kota minimal 4 kecamatan. Melalui tulisan ini, mencoba 
untuk memberikan telaah melalui perhitungan teknis, kelayakan suatu 
wilayah untuk menjadi daerah otonom baru yang selama ini kurang 
mendapatkan perhatian dan kajian yang holistik dalam pembentukan 
daerah otonom baru (pemekaran wilayah). 
 Di Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang diberikan kewenangan dari 
pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri ( otonomi daerah ), 
dan akan tetapi dalam pelaksanaanya terdapat berbagai masalah, 
diantara masalah yang terjadi adalah adanya daerah lain yang berada 
didalam suatu kabupaten dan provinsi yang ingin memisahkan diri dan 
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ingin membentuk daerah otonomi baru, dengan alasan tidak adanya 
perhatian dan tidak meratanya pembangunan didaerah tersebut. 
 Diantara ke 34 provinsi yang ada di Indonesia yang terkait masalah 
diatas adalah Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 
Kabupaten yaitu, Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Mamasa, Polewali 
Mandar dan Mamuju tengah. Dimana dari ke 6 kabupaten itu diberikan 
kewenangan untuk mengurus daerahya sendiri ( otonomi daerah ) oleh 
pemerintah pusat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Barat. 
Pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai masalah yang 
terjadi ditiap Kabupaten, salah satu masalah yang terjadi adalah adanya 
tarik ulur terkait masalah kelayakan suatu daerah menjadi sebuah 
kabupaten dan menjadi sebuah daerah otonom yang baru di Sulawesi  
Barat. 
Semangat otonomi daerah dan Fenomena keinginan masyarakat 
pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru yang terjadi 
di seluruh nusantara juga terasa pada masyarakat Balanipa. Masyarakat 
Balanipa juga menghendaki daerah Kabupaten Balanipa saat ini dibentuk 
menjadi satu daerah otonom baru. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat 
di tingkat bawah (grassroot) tersebut didorong oleh keinginan memperoleh 
pelayanan yangn lebih baik dari pemerintah daerah.  
 
J.Kaloh mengatakan : 
“ Dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang 
lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa 
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daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan 
peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, 
terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat 
setempat yang lebih baik.4 
 
Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik 
lokal. 5Perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan 
semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak 
diberikan otonomi yanglebih besar terutama daerah yang memiliki sumber 
daya alam cukup besar.  
Otonomi ternyata diberikan kepada daerah untuk mengembangkan 
daerahnya  Seperti telah dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan 
suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan 
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan.  
Rencana pembentukan Kecamatan Balanipa menjadi Kabupaten 
Balanipa tidak terlepas dari pemikiran - pemikiran para pendahulu yang 
dimana Balanipa adalah  daerah afdeling mandar yang dimana dahulunya 
merupakan wilayahkerajaan - kerajaan besar Mandar, selain tujuan untuk 
melestarikan kebudayaan mandar terdahulu,pemekaran ini juga 
memperkecil Rentan kendali Pemerintah dan Kesenjangan pembangunan 
                                                        
4J.Kaloh, “Mencari Bentuk Otonomi Daerah” , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.194 
5H.A.W. Widjaja, “Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia” , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
2005, hlm 134-135 
20 
 
antar kecamatan khususnya di kecamatan Tutar, Luyo, Campalagian, 
Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu yang dinilai jauh dari sentuhan dari 
kabupaten pusat yaitu Polewali Mandar.  
Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten 
Balanipa yang telah di wacanakan beberapa tahun silam yang sampai 
saat ini masih melakukan peninjaun dan pengkajian terhadap syarat-
sayarat ketentuan terkait pantas tidaknya Kecamatan Balanipa dibentuk 
menjadi sebuah Kabupaten. 
Pemekaran Balanipa mendapat reaksi dari berbagai kalangan di 
Kabupaten Polewali Mandar khususnya di wilayah kecamatan yang akan 
dibentuk menjadi sebuah Kabupaten. Reaksi dari berbagai kalangan 
tersebut mempersoalkan nilai materiil yang ada di daerah tersebut. 
Kabupaten Polewali Mandar jika dilihat dari segi luas wilayah memang 
sudah layak dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Polewali 
Mandar dan Kabupaten Balanipa. Namun pemekaran wilayah bukan 
hanya dilihat dari aspek luas wilayah, melainkan banyak aspek yang 
melatar belakangi pembentukan daerah  seperti syarat Administratif, 
Teknis dan Fisik Kewilayahan. 
Syarat-syarat pembentukan daerah terkadang menjadi hambatan 
yang sangat besar dalam proses pembentukannya, sehingga 
pembentukannya terkadang memakan waktu yang sangat lama dan 
berlarut karena terhambat masalah syarat-syarat yang telah ditentukan 
tersebut.  
21 
 
Pembentukan suatu daerah baru harus sesuai dengan syarat yang 
telah  ada, sehingga daerah yang merupakan calon pemekaran  memang 
sudah pantas dan layak untuk dibentuk. Namun terkadang pembentukan 
daerah seakan-akan hanya melihat satu faktor dari sekian banyak 
persyaratan yang ada dan telah ditentukan. Olehnya itu untuk melengkapi 
syarat-syarat yang sulit dilengkapi tersebut terkadang menggunakan 
berbagai macam cara agar pembentukan daerah tersebut dapat 
terealisasi sebagaimana yang mereka harapkan. 
Berdasarkan  berbagai permasalahan terkait ketentuan,syarat-
syarat dan kelayakan sebuah daerah dibentuk tersebut diatas, maka 
penulis dan penelitian ini akan berusaha mengeksplorasi Pembentukan 
Daerah Otonom BaruStudi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten 
Balanipa. 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian seperti yang terpaparkan dalam Latar Belakang 
di atas, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang 
sekaligus merupakan permasalahan pokok studi, yaitu: 
Apakah Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Balanipa 
sudah sesuai dengan kriteria dan  syarat-syarat kelayakan pembentukan 
daerahyang diatur dalam PP No.78 tahun 2007? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
Untuk mengetahui apakah Pembentukan Kabupaten Balanipa 
sudah sesuai dengan syarat-syarat kelayakan pembentukan daerah 
terkait PP No.78 tahun 2007. 
D. Manfaat Penelitian 
 
Kegunaan dan Manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian ini 
adalah: 
 Jika tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran, baik secara 
teoritis maupun praktis, dalam proses pembentukan daerah otonom baru. 
 a. Manfaat teoritis 
a) Manfaat penelitian ini Sebagai bahan masukan terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik.  Dalam 
artian tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 
karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang kebijakan  
politik terkait masalah pembentukan DOB 
b) Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini, sehingga 
studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan. 
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c) Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian Ilmu politik 
untuk perkembangan keilmuan. 
b. Manfaat Praktis 
a) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas ilmu politik utamanya dalam hal 
pembentukan daerah otonom baru. 
b) Memberikan informasi kepada khalayak terhadap kelayakan suatu 
daerah dalam melakukan suatu pembentukan daerah otonom baru 
atau pemekaran daerah . 
c) Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
24 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang relevan 
dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba 
menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang pembentukan 
Kabupaten Balanipa nantinya, untuk lebih memperjelas maka penulis 
menggunakan Konsep Otonomi daerah, pembentukan daerah, Syarat-
syarat pembentukan Daerah serta Kelayakan sebuah daerah terkait 
masalah pemekaran itu sendiri. Aspek tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut 
A. Otonomi Daerah 
Secara etimologis, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana 
“auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang 
berarti aturan atau Undang-undang. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri 
sendiri. Sementara itu, pengertian lain tentang otonomi ialah sebagai hak 
mengatur dan memerintah diri sendiri atas insiatif dan kemauan sendiri. 
Hak yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat. 
Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah 
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara 
itu menurut UU No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah 
adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
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masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Setelah direvisi kembali UU No.22 Tahun 1999 berubah menjadi 
UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah sebagai hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan perundang-undangan.  
Menurut Profesor Oppenhein (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 
1991:50) bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, 
maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri 
dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini 
merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri.6 
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-
kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan 
masyarakat. Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang 
berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan 
kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam 
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan 
data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi 
sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang 
                                                        
6Mohammad  Jimmi Ibrahiin. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang : Dahara Prize. 
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harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan 
gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik 
penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan 
informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam 
pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian 
daerah.7 
Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) 
adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam 
memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi 
utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 
yaitu:Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat.Menciptakan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan sumber daya daerah. Memberdayakan dan menciptakan 
ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses 
pembangunan.8 
Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah adalah :penyelenggaraan otonomi 
daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi,keadilan, pemerataan 
serta potensii dan keaneka ragaman daerah. 
                                                        
7Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah, Manajemen 
Keuangan Daerah. Yogyakarta: 
8Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI 
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Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata 
dan bertanggung jawab. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh 
diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi 
adalah otonomi yang terbatas.Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan 
konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara 
pusat dan daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah 
administrasi.Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh 
pemerintah.Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, 
fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan 
otonomi daerah. 
Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam 
kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan 
kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah. 
Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dii 
pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, 
sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban 
melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang 
menugaskan.9 
                                                        
9UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah. 
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B. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 
Pembentukan daerah otonom baru (DOB) melalui proses 
pemekaran daerah otonom sudah dikenal sejak awal berdirinya Republik 
ini. Selama pemerintahan orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam 
jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonom 
ketika itu adalah pembentukan kotamadya sebagai konsekuensi dari 
proses peng-kota-an sebagian wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya pun 
diawali dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah 
administratif, yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kotamadya 
sebagai daerah otonom. Proses pemekaran daerah lebih bersifat top-
down atau sentralistik dengan didominasi oleh proses teknokratis-
administratif. 
Sejak penerapan desentralisasi melalui pemberlakuan UU No. 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi 
menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kebijakan pemekaran daerah mengalami 
perubahan signifikan. 
Menurut Pratikno bahwa Mulai tahun 2001, proses kebijakan 
pemekaran daerah bersifat bottom-updan didominasi oleh proses politik 
daripada proses administratif. Diawali oleh dukungan aspirasi masyarakat, 
diusulkan oleh kepala daerah dan DPRD induk, lalu dimintakan 
persetujuan dari kepala daerah dan DPRD daerah atasan, kemudian 
diusulkan ke pemerintah Nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, 
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Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan DPR/DPD RI. 
kebijakan ini dimulai pada saat legitimasi pemerintah yang lemah 
menghadapi tekanan politik masyarakat dan politisi daerah.10 
Regulasi dan situasi politik inilah kemudian memberikan ruang yang 
sangat lebar bagi maraknya pengusulan pemekaran daerah dan 
persetujuan pemerintah nasional terhadap usulan tersebut. Hanya dalam 
waktu setengah dekade, jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah 
menjadi hampir dua kali lipat.  
Sebetulnya secara teoritis fakta yang digambarkan di atas sejalan 
dengan pendapat Smith (1985) dan Hoessein. Bahwa desentralisasi 
dalam arti sempit (devolusi) akan membentuk subdevisi teritori  (provinsi 
dan kabupaten/kota) dalam suatu negara yang mempunyai ukuran 
otonomi.  
Subdivisi teritori ini memiliki self governing melalui lembaga politik 
yang memiliki akar dalam wilayah sesuai dengan batas yurisdiksinya. 
Diatur oleh lembaga yang dibentuk secara politik di wilayah tersebut 
dengan cara demokratis. Berbagai keputusan yang terdapat di dalamnya 
pun akan diambil berdasarkan prosedur demokratis. 11 
                                                        
10Pratikno, 2008 “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”.  
Policy Paper. Melalui: pratikno@ugm.ac.id. 
 
11M.R KhairulMuluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Malang: Bayumedia Publishing. 2007. 
30 
 
Pelaksanaan desentralisasi memerlukan pembatasan area dalam 
wujud daerah otonom, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola 
spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi 
pelayanan publik yang bisa dilaksanakan.    
Penyelenggaraandesentralisasimeliputipula proses pendelegasian 
wewenang untuk mangatur (policy making) dan mengurus (policy 
executing) terhadap urusan pemerintahan, baik itu kewenangan politik 
maupun kewenangan birokratik.Salah satu dampak nyata yang menyertai 
pembentukan DOB adalah pembentukan organisasi pemerintahan daerah 
yakni institusi DPRD (council) dan institusi eksekutif daerah (major). 
Lembaga eksekutif dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. Kemudian dalam menjalankan wewenangnya untuk mengurus 
atau melaksanakan kebijakan maka dibentuk organisasi perangkat daerah 
(OPD) yaitu dinas-dinas, badan, kantor, kecamatan, dan kelurahan.   
Hadirnya beragam unit organisasi pemerintahan daerah (DPRD, 
lembaga eksekutif beserta Organisasi perangkat desanya) merupakan 
konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan untuk 
diatur dan diurus oleh daerah otonom. Hoessein mengungkapkan bahwa 
desentralisasi mencakup dua elemen pokok, yakni (1) pembentukan 
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daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota); dan (2) penyerahan urusan 
pemerintahan kepada daerah otonom tersebut.12 
C. Syarat Pembentukan Daerah Otonom Baru Sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor  78 Tahun 2007 
Persyaratan Pembentukan DOB, secara normatif telah diatur dalam 
PP No. 78 Tahun 2007 yang meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik 
kewilayahan. Persyaratan administratif pembentukan daerah 
kabupaten/kota meliputi: 
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota; 
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota; 
c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota; 
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota; dan 
e. Rekomendasi Menteri.13 
Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses berdasarkan aspirasi 
sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD provinsi 
berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang 
                                                        
12 ibid 
13Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Bab II ( Pembentukan Daerah ) pasal 4 ayat 2 
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dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi 
cakupan wilayah calon provinsi.  
Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon 
ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk: 
pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; kabupaten 
paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan kota paling sedikit 4 (empat) 
kecamatan.14 
Memperhatikan persyaratan pemekaran daerah yang diatur dalam 
PP tersebut tampaknya sangat ketat dan sulit untuk dipenuhi. Namun 
menurut Effendy kenyataannya proses teknokratis-administratifnya bisa 
sangat fleksibel. Kriteria kelayakan pemekaran mudah dipenuhi bahkan 
dimanipulasi (seperti kriteria jumlah penduduk yang tidak ”wajib” karena 
diakumulasikan dengan indikator yang lain), maupun standard nilai 
minimum kelulusan yang dapat dirasionalisasi. studi kelayakan yang 
dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung mendukung dan memaksa 
terjadinya pemekaran wilayah.15 
Dalam pembahasannya melalui proses politik yang cenderung 
anarkis menurut pratikno, Dalam implementasinya, proses pemekaran 
wilayah dapat dilakukan melalui dua pintu masuk, yaitu lewat lembaga 
politik (DPR) sebagai usul inisiatif DPR, dan melalui institusi pemerintah 
                                                        
14Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Bab II ( Pembentukan Daerah ) pasal 7 
15Summary Report.Melalui: Http:/Pustaka onlinediakses tanggal 3 agustus 2013 pukul 19.05 wita. 
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(DPOD Depdagri). Argumen-argumen politik seringkali memiliki posisi 
tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif dalam hal penolakan 
proposal pemekaran daerah. 
Pandangan Prasojo, bahwa tampaknya DPR dan pemerintah tidak 
memiliki nilai dasar dan tujuan akhir yang sama terhadap pemekaran 
daerah. Sejauh ini pemekaran selalu berada dalam ruang politik semata. 
Nilai dasar dan tujuan pemekaran daerah pada hakekatnya bisa berada 
secara kontinum antara demokrasi lokal dan efisiensi-efektivitas 
pemerintahan. 
Jika demokrasi lokal menjadi nilai dasar dan tujuan pemekaran, 
pemekaran kabupaten/kota akan menjadi prioritas. Sebaliknya, jika nilai 
dasarnya adalah efisiensi-efektivitas pemerintahan, pemekaran 
kabupaten/kota harus dibatasi dan provinsi harus diperbanyak. 
Dalam pandangan Prasojo mengungkapkan bahwa penentuan 
batas kaitannya dengan daerah otonom harus mendasarkan pada 
pertimbangan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Kombinasi 
diantara keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas 
dan fleksibility dan responsiveness. Mengingat bahwa berkaitan dengan 
daerah otonom, penentuan batas dan besaran daerah otonom merupakan 
hal yang krusial.16 
                                                        
16Eko Prasojo, “Jorjoran Pemekaran Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik”. Dalam Opini Jawa Pos, 
2008. 
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D. Faktor-faktor pendorong pemekaran daerah 
Meskipun syarat- syarat Pembentukan daerah  yang ada pada 
Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Khususnya pada syarat  
administratif, dan fisik kewilayahan sebagai syarat pemekaran telah dibuat 
semakin ketat, hal tersebut tidak mampu membendung tuntutan daerah 
untuk melakukan pemekaran dan Pembentukan Daerah tersebut. 
 Menurut Prasojo, bahwa terdapat sejumlah faktor pendorong untuk 
melakukan tuntutan pemekaran daerah selama ini. Sekaligus hal tersebut 
menjadi penyebab mengapa penghentian (moratorium) pemekaran sulit 
dilakukan.  
Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum 
mendorong pemerintah untuk mengalirkan keuangan negara ke daerah. 
Selama insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi, dan 
dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke DOB, 
selama itu pula tuntutan pemekaran akan terjadi. Dengan kata lain, 
pemekaran adalah alat bagi daerah untuk menekan pemerintah pusat 
agar memberikan uang kepada daerah.  
Kedua, selain berdimensi keuangan negara, pemekaran memiliki 
dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan 
ruang yang lebih besar kepada kader-kader partai politik di daerah untuk 
berkiprah di lembaga-lembaga perwakilan serta lembaga-lembaga 
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pemerintahan daerah. Pembentukan DOB jelas diikuti pembentukan 
sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti kepala daerah, wakil 
daerah, anggota DPRD, dan posisi-posisi pemerintahan lainnya. Tidak 
mengherankan jika anggota DPR memiliki interes yang tinggi untuk terus 
membuat inisiatif RUU pemekaran.  
Ketiga, pemekaran juga bisa berdimensi janji politisi kepada 
masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Apalagi menjelang pemilu, 
janji pemekaran akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk 
mendongkrak suara dalam pemilu. Kontra opini terhadap pemekaran bisa 
dipandang tidak pro daerah dan tidak pro Rakyat.  
Keempat, tentu saja sangat legitimate untuk menyatakan bahwa 
dari luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran adalah jalan 
untuk mendekatkan pelayanan sekaligus meningkatkan kemakmuran 
masyarakat.17 
Berbagai penjelasan yang disebutkan, menurut Prasojo 
sebenarnya telah menjadikan DPR dan pemerintah ''tersandera'' dalam 
tuntutan pemekaran. Kepentingan memperluas struktur dan posisi di 
daerah, tuntutan mengalirkan dana pusat ke daerah, janji kampanye 
pemilu, serta indikasi transaksi ekonomi politik memaksa dan menyandera 
anggota-anggota DPR untuk terus memberikan tempat bagi usulan dan 
inisiatif pemekaran daerah. Rasanya sulit untuk menghentikan arus 
                                                        
17ibid 
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tuntutan pemekaran daerah hanya dengan mengandalkan syarat-syarat 
teknis-administratif. Penyanderaan bukan hanya dilakukan calon DOB 
terhadap anggota-anggota DPR, tapi juga dilakukan DPR terhadap 
pemerintah.  
Berbagai kepentingan ekonomi-politik di DPR sering sangat 
menyulitkan pemerintah (mungkin juga tidak berdaya) untuk menahan 
RUU pemekaran inisiatif DPR. Pada akhirnya, ukuran-ukuran teknis, 
administratif, dan fisik kewilayahan sebagaimana tertuang dalam PP No. 
78 Tahun 2007 terkalahkan oleh kepentingan dan keputusan politik. 
Dengan kata lain, bahwa tujuan pemekaran untuk memakmurkan dan 
menyejahterakan rakyat terganti oleh kepentingan elite politik, baik di 
pusat maupun daerah. 
Kemudian menurut Prof.Dr.Pratikno, fenomena pemekaran perlu 
dilihat dari sisi pengusul (mengapa ingin mekar)  dan sisi perumus 
kebijakan di pemerintah pusat (mengapa dimekarkan).18 
Dari penjelasan menurut pernyataan Pratikno bahwa Dilihat dari sisi 
pengusul pemekaran dari daerah (mengapa ingin mekar), semangat 
danenergi untuk mengusulkan dan memperjuangkan pemekaran daerah 
didorong oleh beberapa alasan, yakni : 
                                                        
18Pratikno. “Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”. Policy 
Paper. Melalui: pratikno@ugm.ac.id . 2008. 
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pertama, argumen untuk mendekatkan pemerintahan ke rakyat, 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan 
demokrasi di daerah. Melalui pemekaran (pembentukan daerah otonom 
baru), wilayah terisolasi kemudian bisa berkembang menjadi sentra 
kegiatan pemerintahan, pelayanan dan aktivitas ekonomi. 
Kedua, bisa jadi pemekaran daerah didorong oleh kepentingan 
subyektif para pelaku di daerah juga bisa menjadi motivasi pengusulan 
pembentukan daerah otonom, seperti para politisi dan birokrat yang 
memperoleh ruang promosi yang lebih luas, masyarakat yang merasa 
lebih dihargai secara politik dan kultural, dan para pelaku bisnis yang 
mengharap aktivitas.  
Ketiga, ekonomi yang meningkat sehubungan pembentukan 
ibukota daerah otonom baru. Oleh karena itu, usulan pemekaran daerah 
otonom baru akan terus berlanjut apabila tidak ada format kebijakan yang 
jelas dalam waktu dekat ini.  
Kemudian penulis lihat disini sesuai dengan pernyataan pratino 
bahwa dilihat dari sisi perumus kebijakan di pemerintah pusat (mengapa 
dimekarkan). Terdapat proses kebijakan yang panjang, baik proses 
teknokratis maupun proses politis, yang harus dilampaui oleh proposal 
pemekaran daerah otonom. Selain harus memenuhi persyaratan 
teknokratis yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan 
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Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh 
DPR.19 
Disisi lain, menurut Syafrizal, ada beberapa faktor yang dapat 
memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain :20 
1. Perbedaan agama 
Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa 
perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan 
timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/ 
daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru. 
2. Perbedaan etnis dan budaya 
Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan 
budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu 
terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Kenyataan 
menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam 
suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang 
berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga 
masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi 
ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut. 
3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah 
Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya 
pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar 
                                                        
19 Pratikno. 2008.“Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)”.  
20Syafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Raja grafindo Persada 
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daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam 
ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas 
alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya 
ketimpangan kemakmuran antar daerah.  
Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan 
sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehinnga akhirnya 
muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya 
ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan 
menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator 
utama melalui Indeks Wiliamson. 
4. Luas daerah 
Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk 
melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang 
besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat 
dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah.  
Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan 
pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka 
memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang 
dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah. 
Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian 
daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai 
peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui: 
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1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah 
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah 
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban 
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 
Hampir sama dengan beberapa pendapat sebelumnya , Laode Ida 
(2005) juga mengemukakan tentang alasan sebuah daerah dimekarkan. 
Pertama, dikaitkan dengan rentang kendali suatu wilayah daerah yang 
dianggap terlalu luas, sehingga untuk mendekatkan pihak pengambil 
kebijakan (yang bertempat di ibu kota pemerintahan daerah) dengan 
masyarakat, dipandang perlu menghadirkan suatu institusi dan struktur 
pemerintahan daerah baru. Alasan ini terkait dengan upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. 
Kedua, dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan, karena 
kenyataannya konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan 
(ekonomi) selalu berada di ibu kota pemerintahan daerah dan wilayah 
sekitarnya.21 
Menurut J.Kaloh: Di balik urgensi pembentukan dan pemekaran wilayah, 
terdapat pula problematikanya yaitu : 
1. Dengan adanya dukungan formal melalui UU No.32Tahun 2004 (saat 
ini telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008), munculkecendrungan 
                                                        
21Ida, Laode. 2005. “Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia”, Media Indonesia. 
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banyaknya daerah – daerah yang minta dimekarkan, padahalditinjau 
khususnya dari syarat teknis (kemampuan ekonomi, potensi 
daerah,sosial budaya, dan hankam) tidaklah begitu mendukung. 
2. Berdasarkan data yang ada, dari 98 daerah pemekarankabupaten / 
kota terdapat 70 daerah yang mengalami going-down (komisiII DPR-I). 
3. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemekaran daerahtidaklah 
menjamin secara serta merta membawa pada perubahan 
yangdiinginkan.  
4. Hal ini disebabkan antara lain, inisiatif pemekaran danpembentukan 
daerah tidaklah merupakan suara dari bagian terbesarmasyarakat 
daerah yang bersangkutan, tetapi hanya inisiatif dari kelompokpara elit 
politik maupun birokrat yang cenderung mengejar kekuasaandengan 
mengusung “panji” dan corak primordialisme.22 
E. Kerangka Pemikiran 
Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk 
membentuk daerah otonom baru( baik daerah Provinsi,daerah Kabupaten, 
maupun daerah Kota ) yang terpisah dari induknya akhir – akhir ini banyak 
muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi.  
Semangat otonomi daerah dan Fenomena keinginan masyarakat 
pada berbagaiwilayah untuk membentuk daerah otonom baru yang terjadi 
di seluruh nusantarajuga terasa pada masyarakat Balanipa. Masyarakat 
Balanipa juga menghendaki daerah Kabupaten Polewali Mandar saat ini 
                                                        
22J.Kaloh, Op Cit, hlm 196-197 
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dimekarkan lagi menjadi satu daerah otonom baru, yakni Kabupaten 
Balanipa. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah 
(grassroot) tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan yang 
lebih baik dari pemerintah daerah.  
Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik 
lokal.23Seperti  telah dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan 
suatu daerah otonom pada dasarnya adalahuntuk memberdayakan 
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan.  
Namun pada sisi lain, harus diantisipasi pula bahwa kelahiran 
daerah atau wilayah baru ternyata memunculkan pula persoalan – 
persoalan baru terutama yang menyangkut dimensi sosial budaya berupa 
perasaan atau efek psikologis sosial bagi komunitas atau kelompok 
masyarakat tertentu didaerah menjadi termarjinalisasi dalam peranan, 
fungsi, dan kedudukannya dalam turut serta mewarnai dinamika sosial 
budaya di daerah tersebut. Di samping dampak lain baik dampak politik, 
ekonomi, kewilayahan, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. 
 Perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan 
semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak 
diberikan otonomi yanglebih besar terutama daerah yang memiliki sumber 
                                                        
23H.A.W. Widjaja, “Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia” , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta,  
2005, hlm 134-135 
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daya alam (SDA) cukup besar. Otonomi ternyata memberikan kesempatan 
kepada daerah untuk mengembangkan daerahnyasesuai dengan kondisii 
sosial ekonomi, budaya, dan adat masing-masing daerah untuk 
menunjukkan kebhinekaan.  
Akan tetapi, perlu disadari pula daerah yang kurang berkembang 
setelah diberikan otonomi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat daerah 
yang terlihat stagnan perkembangannya atau bahkan terdapat daerah 
yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonom.24 
 Akhir-akhir ini terdapat kecendrungan terjadinya kehendak untuk 
pembentukan daerah baru (khusunya melalui pemekaran).Kecenderungan 
tersebut seringkali kurang memperhatikan berbagai aspek yang 
diperlukan untuk kepentingan pembentukan daerah sekaligus 
kemungkinan perkembangan dikemudian hari. 
 Oleh karena itu, pembentukan suatu daerah harus memperhatikan 
berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek 
sumber daya alam atau sumber ekonomi suatu daerah serta sumber daya 
manusia yang akan mengelolanya. Apabila salah satu aspek tersebut 
tidak dimiliki akan menghambat tujuan utama pembentukan daerah yaitu 
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi 
masyarakatnya.25 
                                                        
24Hamdi Muchlis, Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah, 
BPHN  
DEPKUMHAM RI, Jakarta,2008 hlm 1 
25Ibid hlm 3 
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Kemungkinan adanya pembentukan daerah baru, pemekaran suatu 
daerah, penghapusan dan atau penggabungan darah memerlukan 
penelitian yang mendalam. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan 
adalah aspek hukumnya,artinya pembentukan, pemekaran, 
penggabungan atau penghapusan suatu daerah otonom harus 
mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasinya.  
Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat 
persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonom memungkinkan 
kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan “ 
sarana pembaharuan masyarakat” yang didasarkan atas anggapan bahwa 
adanya keteraturan atau ketertiban dalam usahapembangunan atau 
pembaharuan itu, maka hukum merupakan suatu yangdiinginkan atau 
bahkan dipandang (mutlak) perlu.26 
Selain dari aspek yang dimaksud diatas Pemerintah juga telah 
mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah, yaitu PeraturanPemerintah 
Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, 
dan Penggabungan Daerah. Di dalam Peraturan ini diatur bagaimana 
syarat serta ketentuan lain yang harus dipenuhi agar Pembentukan serta 
Pemekaran Daerah mencapai tujuannya dan sesuai dengan yang 
diharapkan.  
Persyaratan  pembentukan daerah dimaksud agar daerah yang 
baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan 
                                                        
26 L.Sumartini. Peranan dan Fungsi Rencana Legislasi Nasional Dalam Proses Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1999, hlm 3 
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otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang 
optimal guna mempercepat terwujudnya keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.27 
Peneliti dalam melihat pemekaran daerah tentunya memakai 
berbagai macam konsep yaitu Konsep Otonomi Daerah, Konsep 
Pembentukan Daerah otonom baru, syarat-syarat pembentukan daerah 
dan Faktor Pendorong pembentukan daerah.  
Otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban suatu 
daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan 
pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang 
berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Pemebentukan daerah otonom baru pada dasarnya dapat berupa 
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebihyang di 
berikan kewenangan untuk mengelola daerahnya. Pemebentukan daerah 
otonom pada dasrnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang 
mendiami wilayah tersebut. 
Berbicara mengenai syarat-syarat pembentukan daerah otonom 
baru tentunya tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang 
memang sebenarnya telah diatur oleh Pemerintah. Syarat-syarat 
                                                        
27Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata  
Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. 
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pembentukan daerah telah diatur dalam PP No.78 Tahun 2007 yang 
dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah mengatur tentang 
syarat Administratif,teknis dan fisik kewilayahan apabila suatu daearah 
ingin membentuk daerahnya menjadi sebuah daerah otom baru.  
Selain Syarat-syarat pembentukan daerah yang diatur dalam 
perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah  tersebut ada juga juga  
Faktor-faktor pendorong pemekaran daerahyang nantinya dapat 
menunjang dan pertimbangan  daerah tersebut dapat di bentuk menjadi 
sebuah daerah otonom baru (DOB). 
Itulah beberapa konsep yang penulis pakai dalam melihat rencana 
pembentukan daerah kabupaten Balanipa sebagai daerah otonom baru di 
Kabupaten Polewali Mandar. 
F. Skema Pembentukan DOB berdasarkan PP NO.78 Tahun 2007 
 
Syarat-Syarat Pembentukan  Rencana Pembentukan 
Daerah Otonom Baru 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek, yaitu : Lokasi 
Penelitian, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik 
Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Kelima hal tersebut akan 
diuraikan lebih lanjut. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar 
tepatnya di Beberapa Kecamatan yang Nantinya menjadi Cakupan 
Wilayah Kabupaten Balanipa selain itu penelitian ini juga dilakukan di 
Instansi-intansi yang berkaitan langsung dengan proses pembentukan 
Kabupaten Balanipa Itu sendiri. 
Alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis tertarik 
mengamati bagamana tarik ulur dan proses yang terjadi  terkait masalah 
kelayakan dan pantas tidaknya kecamatan Balanipa menjadi sebuah 
daerah otonom baru jika dilihat  dari syarat-syarat dan ketentuan yang 
berlaku pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 dalam hal 
pembentukan , Penghapusan serta Penghapusan daerah . 
B.  Dasar  dan Tipe penelitian 
Dasar pendekataan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif 
teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam 
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terhadap gejala yang terjadi dalam suatu daerah. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan 
untuk menggambarkan dengan argument yang tepat. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 
gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 
penelitian dilakukan.  
Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan secara 
sistematis, faktual,dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, 
dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian 
yang sudah berlangsung penelitian deskriptif juga dirancang untuk 
membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu 
variabel kepada variabel lainnya. 
C. Sumber Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut 
penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran 
tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan, dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu : 
1. Data Primer 
  Dalam penelitian tersebut, saya sebagai penulis membutuhkan data 
untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui 
lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 
informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke lapangan 
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tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya Kecamatan Balanipa 
dengan tujuan  untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti 
rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan dilapangan.  
2. Data Sekunder 
Dalam penelitian saya sebagai penulis juga melakukan telaah 
pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 
berupa buku, jurnal, koran mengenai kajian daerah terkait masalah 
rencana pembentukan daerah baru atau provinsi baru.Terdapat juga situs-
situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat 
yang berkaitan dengan kelayakan Pembentukan Kabupaten Balanipa 
menjadi salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat  . 
Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan 
dengan masalah dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sasaran 
penelitian adalah informasi dan referensi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : 
1. Wawancara 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. 
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang diproleh sebelumnya.Teknik wawancara 
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 
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Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 
atau orang yang diwawancari, dengan atau tanpa mengunakan pedoman 
(guide) wawancara. 
 Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
yang mendalam menggunakan wawancara (interview guide) agar 
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup 
kemungkinan terdapat pertanyaan–pertanyaan berlanjut. Informan yang 
dipilih adalah informan yang paham dan mengetahui permasalahan yang 
dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk pengumpulan 
data ini terdiri dari komponen masyarakat. Pemilihan informan dapat 
berkembang dan berubah sesuai denga kebutuhan penelitian dalam 
memperoleh adta yang akurat. 
Adapun mekanisme wawancara yang peneliti lakukan disini adalah 
peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi 
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan berkembang dalam 
wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat 
pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap 
perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan, 
serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung 
yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. 
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Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan 
karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti 
bertanya kepada subjek tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah 
subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan 
dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan 
wawancara. 
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan 
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. 
Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman 
berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis.Selanjutnya peneliti 
melakukan  analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-
langkah yang dijabarkan pada bagian teknik  analisis data, setelah itu, 
peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, 
peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian 
ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup 
untuk menjawab permasalahn yang diteliti. 
Daftar Informan  
- Abdullah tato Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar  
- Asrul Sekretaris Dewan Presedium Percepatan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa (DP3-KB) 
- Zastrawati Staf ahli DPD RI  asal Sulawesi Barat 
- Maenunis Amin President Ressist Community 
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2. Dokumen/Arsip 
Metode atau teknik dokumenter yang peneliti lakukan disini adalah 
teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan 
bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data 
yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat 
memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. 
Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus 
penelitian merupakan salah satu data yang paling penting dalam 
penelitian. 
E. Teknik Analisis Data 
Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan 
proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus. Data dan 
informasi yang telah dikumpulkan peneliti diolah dan dianalisa secara 
kualitatif. Karena objek kajiannya adalah masyarakat, dimana memiliki 
cara pikir dan cara pandang yang berbeda, maka penelitian ini 
membutuhkan analisa yang mendalam dan sangat bergantung pada 
kuantifikasi data. 
Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang 
terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang 
ada dapat digambarkan secara terperinci, sehingga apa yang menjadi 
pertanyaan dalam penelitian ini nantinya bisa terjawab dengan maksimal. 
Analisa data dilakukan melalui empat jalur, yakni : (1) Pengelompokan 
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data, (2) Redukis data, (3) Analisis isi, dan (4) Penarikan kesimpulan atau 
verifikasi hasil akhir. 
1. Pengelompokan Data 
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penulis 
dalam rangkain analisis data, untuk mengelompokan hasil temuan, 
diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, hasil studi pustaka 
yang dilakukan dan dokumen yang diperoleh oleh penulis. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data adalah merupakan bentuk analisis yang 
memeprtegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
penting sehingga kesimpulan akhir didapatkan. Pada tahap ini dilakukan 
proses penyeleksian, pemfokusan,penyederhanaan serta pengabstraksian 
data dari field note dan transkrip hasil wawancara yangberupa hasil 
rekaman MP3, field note dan pengamat lainnya, penulis langsung 
melakukan transfer data kedalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan 
sistematis.  
Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan 
ingatan.Selanjutnya peneliti melakukan pengkategorian data menurut 
kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis 
menganalisa data dan memasukannya kedalam bab pembahasan pada 
penulisan hasil penelitian.  
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3. Analisis isi 
Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data dari setiap 
instrument penelitian yang digunakan untuk mendapatkan tingkat 
perbedaan dan hubungan atau korelasi dari setiap instrument temuan baik 
hasil wawancara, studi pustaka dan dokumen. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 
berdasarkan hasil analisi isi (content analysis) yang dilakukan untuk 
memperjelas hasil temuan selanjutnya diinterpretasikan dan disajikan. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Balanipa merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten 
Polewali Mandar. Dikecamatan Balanipa ini banyak terdapat potensi yang 
memungkinkan kecamatan ini dijadikan sebagai sebuah Kabupaten. 
Potensi yang dimaksud disini meliputi potensi dari segi pariwisata, 
pertambangan, pertanian, perkebunan dan budaya. Selain itu seperti yang 
telah diketahui bahwa, Secara history Balanipa ini juga merupakan salah 
satu kerajaan besar  dari sekian banyak kerajaan besar yang ada di 
daerah mandar yang merupakan Kerajaan yang terhimpun dalam “Appe 
Banua Kayyang”. 
Dalam rencana Pembentukan menjadi sebuah Daerah Otonom 
Baru (DOB), Ada beberapa Kecamatan kemudian yang nantinya 
bergabung di Kecamatan Balanipa itu sendiri apabila kecamatan balanipa 
ini terwujud menjadi sebuah Kabupaten. Kecamatan - Kecamatan yang 
penulis maksud disini adalah kecamatan Tinambung, Campalagian, Tu’bi 
Taramanu, Luyo,Limboro dan Alu. Semua kecamatan yang dimaksud ini 
memiliki potensi yang hampir sama dengan kecamatan Balanipa. Potensi 
inilah yang menjadi faktor pendorong  mengapa kemudian beberapa 
kecamatan tersebut ingin di bentuk dan memisahkan diri dari Kabupaten 
Induknya Polewali Mandar dan menjadii salah satu kabupaten  yang ada 
di Sulawesi barat di Sulawesi barat. 
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Sebelum penulis menjelaskan potensi dari kecamatan Balanipa, 
terlebih dahulu  penulis akan menggambarkan  secara umum tentang 
kondisi Geografis, Kependudukan, Pemerintahan dari kecamatan 
Balanipa. 
A. Kondisi Geografis 
Kondisi geografis apabila Balanipa menjadi sebuah kabupaten, 
Kabupaten Balanipa mempunyai Batas-batas Wilayah: 
a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Panggalo Kecamatan 
Ulumanda Kabupaten Majene, Desa Boting dan Passembu 
Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 
b) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kurma, Mapilli, Desa Bonra, 
Desa Sattoko, Dan Desa Rumpa Kecamatan Mapilli, Desa Daala 
timur, Desa Pulliwa, dan Desa Lenggo dan Kecamatan Bulo 
Kabupaten Polewali Mandar. 
c) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Teluk Mandar 
d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Limboro kecamatan 
Sendana, Desa Tallambalao dan Desa Seppong Kecamatan 
Tamerodo, Desa Mayamba Kecamatan Tamerodo Sendana, Desa 
Mosso, Kecamatan Pamboang, Desa Tande, Desa Baruga dhua 
Kecamatan Banggae  timur Kabupaten Majene. 
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Luas wilayah secara keseluruhan dari beberapa kecamatan yang 
nantinya tergabung dalam Kabupaten Balanipa adalah 991,16 
km2.28Dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar 2012 
Kecamatan Luas (km persegi)  
(1) (2)  
Tinambung 19,10  
Balanipa 34,9  
Limboro 63,22  
Tubbi Taramanu  441,84  
Alu 180,19  
Campalagian 128,35  
Luyo 124,27  
Jumlah 991,16  
 
B. Kependudukan 
Melihat kependudukan yang ada di Kecamatan Balanipa dan 
Kecamatan-kecamatan lain yang dimana nantinya akan tergabung dalam 
wilayah  Kabupaten Balanipa itu sendiri, dapat kita lihat bersama bahwa 
wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling sedikit terdapat pada 
kecamatan Tubbi taramanu yaitu 52 jiwa/Km2 dan wilayah yang memiliki 
                                                        
28Sumber : Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, Polewali Mandar Dalam Angka 2012 
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kepadatan penduduk paling banyak terdapat pada kecamatan Tinambung. 
yaitu 1059 jiwa / Km2. Dengan rincian sebagai berikut :29 
 
C. Pemerintahan 
Dari 7 ( Tujuh ) Kecamatan yang nantinya akan tergabung dalam 
wilayah Kabupaten Balanipa, Kecamatan yang memiliki desa dan 
kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Campalagian yang terdiri dari 19 
Desa dan 1 Kelurahan. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai jumlah 
desa dan kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Alu dan 
Tinambung yang hanya memiliki 7  Desa dan  1 Kelurahan. Dengan 
rincian sebagai berikut :30 
                                                        
29Sumber :  Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, Polewali Mandar Dalam Angka 2012 
30Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Polewali Mandar Dalam Angka 2012 
Tabel 1.2 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Polewali Mandar, 2012 
Kecamatan Penduduk Luas  
(km²)  
 
(1) (2) (3)  
Tinambung 23.153 19,10  
Balanipa 24.583 34,19  
Limboro 17.272 63,22  
Tubbi Taramanu  19.067  441,84  
Alu 12.331 180,19  
Campalagian 53.926 128,35  
Luyo 27.795 124,27  
Jumlah 178.127 991,16  
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Tabel 1.3 
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Polewali Mandar, 2012 
Kecamatan Desa Kelurahan 
(1) (2) (4) 
Tinambung 7 1 
Balanipa 10 1 
Limboro 10 1 
Tubbi Taramanu  12 1 
Alu 7 1 
Campalagian 19 1 
Luyo 10 1 
Jumlah 75 7 
 
Selanjutnya penulis akan menjelaskan secara umum potensi dari 
kecamatan balanipa yang menjadi faktor utama dan alasan kecamatan ini 
ingin dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten. 
D. Potensi yang dimiliki  Balanipa 
a. Pariwisata 
Kabupaten Polewali Mandar  pada umumnya dan Balanipa 
khususnya memiliki sejumlah kekhasan, seperti kekayaan Alam dan 
Kebudayaan sebagai potensi pariwisata yang besar dibandingkan dengan 
daerah lain di Sulawesi Barat. Diantara potensi besar tersebut adalah, 
wisata bahari, wisata alam, wisata budaya dan kerajinan yang tersebar 
hampir disemua wilayah. Mulai dari wisata bahari kepulauan dan pesisir 
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pantai yang sangat indah dan alami. Ditambah dengan wisata pedalaman 
yang memiliki wisata tirta, wisata ritual dan situs hingga wisata sosial dan 
publik yang juga menawarkan sejuta keindahan kebudayaan dan alam 
yang eksotis. 
Palippis sebagai salah satu objek wisata pesisir pantai juga 
menawarkan keindahan panorama alam laut yang sangat eksotis. Palippis 
yang terletak di Desa Bala Kecamatan Balanipa yang cukup jauh dari ibu 
kota Kabupaten Polewali Mandardan terletak di jalan poros Provinsi 
Sulawesi Barat ini menjadi kian menarik, sebab selain hamparan pasir 
putih yang memanjang, di sepanjang pantai keindahan alam perbukitan 
dan batu karang dan tebing dan goa alam pun tertawarkan. Utamanya di 
Lawuang yang memanjang dan bersambung dengan pantai Palippis 
dengan garis pantai kurang lebih sepanjang tiga kilo meter juga 
menawarkan eksotika tebing karang yang menyerupai ngarai. 
Perahu Sandeq juga adalah sebuah ikon kehebatan maritim 
masyarakat mandar, cukup beralasan memang, sebab kehebatan para 
pelaut Ulung Mandar dibuktikan melalui pelayaran yang menggunakan 
perahu bercadik ini. Dalam keseharian perahu Sandeq digunakan untuk 
mencari nafkah di laut yang terdalam sekalipun. Tercatat dalam sejarah 
perahu Sandeq telah terbukti sanggup berlayar hingga ke Singapura, 
Malaysia, Jepang dan Madagaskar. 
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Sebab selain ia memiliki bentuk yanng elok nan cantik dengan 
panjang kurang lebih 9-16 meter dengan lebar 0,5-1 meter juga mampu 
dipacu hingga kecepatan 15-20 Knot atau 30-40 Km per jam. Sehingga 
perahu layar yag cantik dan tercepat juga mampu menerjang ombak yang 
besar sekalipun. Beberapa even perlombaan pun kerap digelar untuk 
membuktikan ketangguhan perahu ini. Untuk melihat dari dekat proses 
pembuatan perahu cadik yang berlayar ini pun dapat ditemui di 
Pambusuang Kecamatan Balanipa. 
Ditambah objek wisata tirta Sekka-sekka yang terletak di 
Batupanga Kecamatan Luyo. Kendati tidak alami, sebab ini merupakan 
proyek bendungan irigasi, tetapi cukup menawarkan panorama yang 
indah, sebab ditempat ini acara rekreasi pun dapat berlangsung 
meriah. Sebab selain dapat digunakan sebagai tempat pemandian dan 
olah raga berenang, acara memancing ikan air tawarpun dapat dilakukan 
ditempat ini.Yang cukup khas dari masyarakat Mandar khususnya 
Balanipa itu sendiri adalah beragamnya ritual-ritual adat yang juga 
menawarkan kehangatan sekaligus kemegahan sebuah kebudayaan.  
Karena pada ritual-ritual adat tersebut, selain dapat diamati sebagai 
peristiwa kebudayaan. 
 Peristiwa Kebudayaan secara bersamaan dapat tercermati nilai-
nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Mandar. Seperti, ritual niparakkai 
(pelantikan adat) misalnya. Yang berhak melakukan pelantikan adalah 
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para penghulu adat yang mewakili atau merefresentasi warga 
masyarakat.  
Demikian pula bagi yang dilantik, juga mesti telah melalui ritual 
assipulu-pulungan (musyawarah) untuk menyeleksi appena ( watak) dan 
pangandaranna (kemampuan) yang lalu dulanjutkan dengan upacara 
assitaliang (pengucapan) yang dilakukan di depan warga masyarakat dan 
para penghulu adat. Kendati ritual ini agak jarang ditemukan kecuali pada 
waktu-waktu tertentu, namun ia cukup menawarkan sebuah fenomena 
kebudayaan masayarakat yang berdiam di wilayah tersebut. 
Ritual lainnya adalah mappatamma (khataman) yang digelar 
bersamaan dengan pammunuang (maulidan). Yang menarik, sebab ritual 
serupa ini rutin digelar tiap tahunnya pada bulan-bulan Maulidan dan 
hampir dilakukan di semua kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 
seperti di Tinambung, Balanipa dan Campalagian, serta Limboro dengan 
daya tarik utamanya, hadirnya perempuan-perempuan Mandar yang 
cantik nan kemayu menunggangi kuda pattu”du (menari) ditambah 
dengan pernak-pernik tiri (telur yang ditusuk serupa sate) yang menghiasi 
ritual ini. Sedang kuda menari sendiri juga acapkali pula ditampilkan pada 
ritual-ritual tradisi lainnya seperti tomesunna (sunatan),pappalikka 
(perkawinan), dan acara syukuran atau hajatan serta kenduri budaya 
lainnya. Lengkap dengan tetabuhan rebana dan tembang kalindaqdaq 
(sastra lisan Mandar) yang ditembangkan di depan kuda menari tersebut. 
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Situs seakan menjadi kekuatan lain dari keluhuran kebudayaan 
masyarakat Mandar yang dapat ditemui dibanyak tempat di Kabupaten 
Polewali Mandar sebagai pusat kerajaan Mandar saat mencapai puncak 
keemasannya. Salah satu situs yang sangat monumental adalah, situs 
atau makam Todilaling atau Imanyambungi mara’dia (Raja) pertama 
Balanipa. Situs ini dapat ditemui di atas puncak pegunungan dibawah 
rimbunnya pohon beringin di Napo Kecamatan Limboro sekitar 5 Km dari 
jalur jalan poros Provinsi Sulawesi Barat. 
Situs lain yang juga menarik untuk dikunjungi adalah situs yang 
terletak di Alu Kecamatan Alu yang merupakan Makam Ammana 
Pattowali, salah satu tetua leluhur dan pejuang Mandar. Situs ini terletak 
sekitar 15 Km ke arah Alu dari jalan poros Kecamatan Tinambung. Untuk 
sampai di tempat ini, dapat dilalui dengan kendaraan roda empat dan 
harus melewati jalan berkelok melalui pegunungan dan sepanjang pesisir 
sungai Mandar. 
Selain itu, situs lainnya juga dapat ditemui tidak jauh dari Todilaling 
di Tammajarra, sekitar 4 Km dari jalan poros, juga diatas puncak bukit 
adalah situs makam Tomepayung raja kedua kerajaan Balanipa. Yang 
menarik dalam kawasan situs ini adalah, adanya bala tau (arena sabung 
orang) yang terbuat dari batu persegi empat dengan luas kurang lebih 4x5 
meter persegi. Sebagai tempat eksekusi sengketa yang melibatkan laki-
laki. Cukup dengan dibekali keris kedua orang yang bersengketa itu lalu 
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dimasukkan ke dalam arena tersebut. Diyakini, yang terkalahkan sudah 
pasti berdadi pihak yang salah.  
Selain arena bala tau, di tempat ini juga terdapat pula tiga tungku 
besar yang kono adalah tempat untuk mengeksekusi perkara yang 
melibatkan kaum perempuan. Dengan jalan, kedua pihak yang berperkara 
memasukkan tanggannya ke dalam tungku yang berisi air mendidih. Hal 
ini juga diyakini, bagi siapa yang tangannya melepuh maka dialah yang 
berada di pihak yang bersalah. 
Peninggalan situs lainnya, masih pada jaman kerjaan Tomepayung 
adalah, situs batu yang dikenal sebagai allamingan batu assitaliang yang 
terletak di Kecamatan Luyo. Sekitar 8 Km dari jalan poros Kecamatan 
Mapilli. Situs ini adalah simbol dari ikrar persatuan tujuh kerajaan do 
pedalaman dan tujuh kerajaan di pesisir yang menyatu dalam sebuah 
komfederasi Mandar abad ke-18. 
Wisata lain yang dapat dikunjungi dan tak kalah menariknya di 
Kabupaten Polewali Mandar adalah wisata peninggalan sejarah 
islam. Seperti mesjid Nuruttaubah atau yang lebih dikenal dengan Mesjid 
Imam Lapeo peninggalan atau warisan Imam Lapeo. Mesjid ini terdapat di 
Lapeo Kecamatan Campalagian dan berada di jalur jalan poros Provinsi 
Sulawesi Barat. Sekitar 30 Km dari Polewali. Di samping mesjid ini pulalah 
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makam Imam Lapeo, salah seorang toko sufistik Mandar yang sangat 
dalam ilmu keagamaanya berada.31 
Selain itu, mesjid yang juga monumental bagi sejarah 
perkembangan islam di Mandar adalah, mesjid tua yang terletak sekitar 2 
Km dari jalur jalan provinsi. Terdapat di Desa Lambanan Kecamatan 
Balanipa. Menurut sejarahnya, mesjid ini didirikan sekitar tahun 1600 M. 
b. Pertambangan 
Komoditi pertambangan terdiri dari tambang galianyaitu tembaga, 
biji besi, granit dan sienit, mika, lempung, pasir kuarsa dan zeolit. 
Campalagian memiliki potensi tambang seperti batu gamping dan emas 
primer, Tubbi taramanu memiliki basalt, alu memiliki panas bumi, dan 
balanipa memiliki panas bumi. Komoditi pertambangan yang ada di 
Balanipa tersebut merupakan Komoditi yang menunjang terhadap 
peningkatan pendapatan Asli daerah apabila di kelola dan dikembangkan 
oleh pemerintah setempat.  
c. Pertanian 
Balanipa merupakan salah satu daerah penghasil tanaman pangan 
di Propinsi Sulawesi Barat. Selain padi sebagai komoditas tanaman 
pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan daerah ini 
adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. 
                                                        
31Sumber : Profil Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar 
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d. Perkebunan 
Sebagai sumber daya pengembangan, sub sektor perkebunan 
memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai aspek: ekonomi, 
ekologi, dan sosial. Pada aspek ekonomi, sektor perkebunan dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, yang berimplikasi 
pada aspek sosial (social security). Adapun pada aspek ekologi, sektor ini 
berperan besar dalam menjamin keseimbangan lingkungan hidup yang 
juga berdampak pada aspek sosial pembangunan. 
Dengan kondisi wilayah yang cukup luas yang terletak di areal 
strategis merupakan potensi ekonomi terutama disektor perkebunan. 
Untuk menunjang ini, diperlukan jangkauan pemasaran yang luas dan 
tepat. Sampai saat ini, hasil bumi seperti kakao, kopi, kelapa, cengkeh, 
kemiri, dan jambu mente masih sangat diandalkan sebagai komoditas 
unggulan di Polewali Mandar. 
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BAB V 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 Pada Bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang 
telah penulis lakukan terkait dengan Rencana pembentukan kabupaten 
Balanipa apakah sudah memenuhi syarat-syarat untuk di dimekarkan 
menjadi sebuah kabupaten. 
Dalam memekarkan sebuah daerah untuk menjadi sebuah 
kabupaten tentunya ada syarat-syarat yang mesti di penuhi oleh daerah 
tersebut. Syarat-syarat yang penulis maksud disini adalah syarat-syarat 
yang sebagaimana telah diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007 yang 
dimana syarat tersebut meliputi. Syarat Administratif, Teknis dan Fisik 
Kewilayahan. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian 
mengenai apakah balanipa ini sudah sesuai dengan syarat-syarat 
kelayakan pembentukan daerah yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 
2007. Namun dalam penelitian tersebut peneliti hanya memfokuskan dan 
menitik beratkan pada Syarat administratif dan syarat Fisik 
Kewilayahannya. Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa sesuai 
dengan syarat-syarat kelayakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No. 78 Tahun 2007.  
A. Syarat Administratif 
Persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru ( DOB ), secara 
normatif telah diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007 yang meliputi syarat 
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administratif. Persyaratan administratif pembentukan daerah 
kabupaten/kota meliputi: 
a) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota; 
Keputusan DPRD Kabupaten merupakan Keputusan yang lahir dan 
berasal dari Aspirasi masyarakat, yang dimana aspirasi masyarakat 
tersebut berasal dari aspirasi masyarakat yang pro terhadap pembentukan 
daerah. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian ditampung dan 
diagendakan untuk di paripurnakan oleh DPRD Kabupaten Polewali 
Mandar. Namun apa yang menjadi harapan dan keinginan sebagian 
masyarakat yang menginginkan pembentukan daerah tersebut tidak 
sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 
Proses dan dinamika politikpun terjadi disaat itu, dimana dalam 
proses pengusulannya sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara 
pengusul dan pemerintah daerah setempat. Tarik menarik Kepentingan 
disini dimaksudkan adalah Kurang tanggas dan Lambannya pemerintah 
daerah menanggapi segala apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang 
dimana dalam hal ini adalah pihak yang mendukung dan pro 
pembentukan daerah.  
Tarik ulur kepentingan disini dimkasudkan bahwa Pihak Pemerintah 
Induk yang setengah hati untuk melepaskan Wilayah yang masuk dalam 
Cakupan wilayah Kabupaten Balanipa karena Pemerintah Kabupaten 
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Induk beranggapan Bahwa melepaskan Kecamatan Balanipa dan 6 
kecamatan lain yang masuk dalam cakupan wilayah Balanipa merupakan 
hal yang sulit, karena apabila Kabupaten Balanipa terbentuk secara tidak 
langsung Pendapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Induk Polewali Mandar 
akan semakin kecil dan terbagi dan tidak menutup Kemungkinan PAD  
Kabupaten Balanipa apabila terbentuk melebihi pendapatan Asli Daerah 
dari Kabupaten Induknya. 
Itu terbukti dengan Lambat dan telah mengalami beberapa kali 
proses Rekondisi Surat Keputusan Persetujuan Pembentukan Daerah 
Otonomi Baru yaitu Kabupaten Balanipa. 
 Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten  Polewali Mandar 
yang pertama ( 3/KPTS/DPRD – 9 Juni 2008 ) 
Surat keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar terkait 
persetujuan pembentukan Kabupaten Balanipa pertama kali di keluarkan 
pada tanggal 9 Juni 2008 dengan No.3/KPTS/DPRD. Surat Keputusan 
DPRD Kabupaten Polewali Mandar tersebut melahirkan beberapa 
Keputusan yaitu;  
1. Menyetujui Pembentukan Kabupaten Balanipa yang terdiri dari  7 
Kecamatan: Kecamatan Tinambung,Kecamatan Campalagian, 
Kecamatan Balanipa, Kecamatan Luyo, Kecamatan Tu’bi 
Taramanu, Kecamatan Alu, dan Kecamatan Limboro. 
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2. Lokasi Ibu Kota Kabupaten adalah di Desa Bala Kecamatan 
Balanipa dan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian. 
3. Bersedia memberikan bantuan keuangan berupa hibah kepada 
Kabupaten Balanipa sebagai daerah pemekaran selama 3 (tiga) 
tahun secara bertahap,yaitu:1.Tahap I Rp.5.000.000.000,-(Lima 
Milyar Rupiah), 2.Tahap II Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima 
Ratus Juta Rupiah), 3.Tahun III Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar 
Rupiah) 
Dengan jumlah Total sebesar Rp.11.500.000.000,-(Sebelas Milyar 
Lima Ratus Juta Rupiah) untuk digunakan sebagai Operasional 
kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan. 
4. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersedia memberikan 
dukungan dana dalam membiayai penyelenggaraan Pemilihan 
Kepala daerah Pertama kalinya sebesar RP.2.000.000.000,-(Dua 
Milyar Rupiah) setelah Kabupaten Balanipa terbentuk secara 
resmi. 
5. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyetujui penyerahan 
kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang 
bergerak dan tidak bergerak dalam wilayah otonom baru 
kab.Balanipa,serta personil,dokumen dan utang piutang menurut 
prosedur perundang-undangan yang berlaku. 
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 Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
yang Kedua ( 04/KPTS/DPRD – 7 September 2010 ) 
Surat Keputusan dari DPRD Polewali Mandar yang Kedua 
dikeluarkan oleh DPRD Polewali Mandar Pada tanggal 7 September 2010 
dengan nomor surat 04/KPTS/DPRD. Dalam Keputusan DPRD Polewali 
Mandar tersebut  terdapat ada tiga syarat yang tidak dipenuhi oleh DPRD 
Kabupaten Polewali Mandar, yang harus menjadi kesatuan dalam 
penetapan Surat Keputusan tersebut meliputi tiga:  
 pertama, terkait aset bergerak dan tidak bergerak yang dihibahkan oleh 
kabupaten induk ke rencana DOB. Kedua, besaran piutang dan ketiga, 
personil yang akan ditempatkan pada DOB nantinya.  
Dalam Surat Keputusan pertama yang dikeluarkan oleh DPRD 
Polewali Mandar, surat keterangan yang menerangkan ketiga hal tersebut 
diatas berada pada registrasi surat yang berbeda maka Surat Keputusan 
yang pertama kemudian di Rekondisi Oleh DPRD Kabupaten Polewali 
Mandar menjadi 05/KPTS/DPRD yang di  tetapkan pada tanggal 14 
September 2012. 
 Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
yang Ketiga ( 05/KPTS/DPRD – 14  September 2012 ) 
Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang 
Kedua dikeluarkan oleh DPRD Polewali Mandar dengan menghasilkan 
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Keputusan dengan No.05/KPTS/DPRD. Setelah dilakukannya rekondisi 
Surat Keputusan No 04/KPTS/DPRD yang dihasilkan melalui siding 
Paripurna pada tanggal 7 September 2010 Menjadi Surat 
Keterangan05/KPTS/DPRD 14 September Tahun 2012 yang memasukan 
ketiga hal tersebut, maka secara menyeluruh syarat administrasi yang 
harus dipenuhi oleh KAPP DOB Balanipa sudah terpenuhi.  
 Surat Keputusan dari DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
yang ke empat ( 03/KPTS/DPRD – 22 Agustus 2013  
Surat Keputusan dari DPRD Polewali Mandar Keempat dikeluarkan 
oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar Pada tanggal22 Agustus 2013 
dengan Nomor03/KPTS/DPRD yang dimana dalam surat tersebut 
Menghasilkan beberapa keputusan yaitu: 
1. Menerima dan menyetujui Desa Laliko Kecamatan Campalagian 
sebagai nama calon Ibukota Daerah Otonomi Baru ( DOB ) 
Kabupaten Balanipa. 
2. Lokasi Desa Laliko Kecamatan Campalagian sebagaimana 
dimaksud Diktum Kesatu adalah Nama Calon Ibukota Daerah 
Otonomi Baru ( DOB ) Kabupaten Balnaipa. 
3. Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar  Nomor 
4/KPTS/DPRD tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa Pada 
Dictum Kedua yang berbunyi Ibukota Kabupaten Balanipa 
sebagaimana dictum Kesatu di Desa Bala Kecamatan Balanipa dan 
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di Desa Laliko Kecamatan Campalagian drngan Ketentuan Sambil 
Menunggu Kajian Rencana tata  ruang dan wilayah yang tepat 
untuk Lokasi Kabupaten Kabupaten Balanipa dinyatakan tidak 
berlaku. 
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila di kemudian hari terdapat Kekeliruan dalamnya 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.32 
Melihat dan memperhatikan Keputusan DPRD Kabupaten Polewali 
Mandar mulai dari Surat Keputusan yang pertama sampai Surat 
Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang keempat penulis 
dapat menyimpulkan bahwa Lambannya proses memperlihatkan ketidak 
seriusan dan sikap setengah hati pemerintah daerah yang Kabupaten 
Polewali Mandar untuk melepaskan dan memberikan sebagian wilayah 
atau daerah kekuasaannya untuk mengurusi daerahnya sendiri. 
Hal itu terbukti dengan melihat dokumen serta surat-surat 
keputusan   yang dikeluarkan memiliki rentang waktu dalam proses 
pembaharuannya.  Keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan 
peundang-undangan pembentukan daerah baru proses pengkajian dan 
penetuan kelayakannya dilakukan oleh DPR RI Komisi II dengan acuan 
PP NO, 78 Tahun 2007. 
                                                        
32Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03/KPTS/DPRD tentang Persetujuan Penetapan Desa 
Laliko Kecamatan Campalagian Sebagai Nama Calon Ibukota DOB Kabupaten Balanipa 
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b) Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota; 
 Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar yang pertama 
Surat keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Persetujuan 
Pembentukan Kabupaten Balanipai hasil pemekaran Kabupaten Polewali 
Mandar.  
Surat Keputusan Bupati Pertama dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 
2008 dengan nomor 191 Tahun 2008, Surat Keputusan ini lahir sebagai 
hasil tindak lanjut dari Surat Keputun DPRD Kabupaten Polewali Mandar  
dengan No.3/KPTS/DPRD pada tanggal  9 Juni 2008. 
 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandaryang 
kedua ( tanggal 27 Februari 2009 dengan Nomor 72 Tahun 
2009 ) 
Surat Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar yang kedua 
dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2009 dengan Nomor 72 Tahun 
2009. Ditetapkannya Keputusan Bupati Polewali Mandar Tentang 
Persetujuan Pembentukan Balanipa kemudian melahirkan Beberapa 
Keputusan yaitu: 
1. Menyetujui Pembentukan Kabupaten Balanipa Hasil dari 
pemekaran Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari 7 
Kcamatan yaitu: 
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a. Kecamatan Alu 
b. Kecamatan Limboro  
c. Kecamatan Tinambung 
d. Kecamatan Balanipa 
e. Kecamatan Campalagian 
f. Kabupaten Luyo 
g. Kecamatan Tu’bi Tatamanu 
2. Lokasi Ibu Kota Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum kesatu 
di Desa Bala Kecamatan Balanipa dan Desa Laliko Kecamatan 
Campalagian. 
3. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai induk bersedia 
memberikan bantuan keunagan berupa hibah kepada kabupaten 
Balanipa sebagai daerah pemekaran selama 3 Tahun secara 
bertahap, Untuk tahun pertama Rp. 5.000.000.000,-, Tahun kedua 
Rp. 3.500.000.000,- dan tahun ketiga Rp.3.000.000.000,- dengan 
jumlah total sebesar Rp.11.500.000.000,- untuk dipergunakan 
sebagai operasional kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. 
4. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah induk 
bersedia memberikan dukungan dana dalam membiayai 
penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Pertama kalinya 
sebesar RP.2.000.000.000,-(Dua Milyar Rupiah) setelah Kabupaten 
Balanipa terbentuk secara resmi 
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5. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyetujui penyerahan 
kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang 
bergerak dan tidak bergerak dalam wilayah otonom baru 
kab.Balanipa,serta personil,dokumen dan utang piutang menurut 
prosedur perundang-undangan yang berlaku 
6. Pemberian bantuan keuangan, personil, dokumen dan utang 
piutang sebagaiamana dimaksud Diktum Ketiga, Keempat dan 
Kelima, akan diberikan setelah Kabupaten Balanipa secara resmi 
terbentuk, sesuaia dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
7. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati 
Polewali Mandar Nomor 191 Tahun 2008 tentang persetujuan 
Pembentukan Kabupaten Sebagai Hasil Pemekaran Kabupaten 
Polewali Mandar di cabut dan di nyataka tidak berlaku lagi. 
8. Segala biaya yang timbula akibat ditetapkannya keputusan ini 
dibebabankan kepada APBD Kabupaten Polewali Mandar selama 3 
tahun Anggaran. 
9. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa 
apabila di kemudian hari terdapat kekeiruan dalam keputusan ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mmestinya.33 
 Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar yang Ketiga  
                                                        
33Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten 
Balanipa 
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Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor; KPTS/140/371/HUK 
tanggal 18 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali 
Mandar Nomor: 72 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa. 
 Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Keempat 
Keputusan Bupati Polewali Nomor: KPTS/135/724/HUK tanggal 
27 Agustus 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Bupati 
Polewali Mandar Nomor 72 Tahun 2009 tentang persetujuan 
pembentukan Kabupaten Balanipa. 
c) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota; 
Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 20 Tahun 2009 
Tanggal 25 Juni 2009 tentang persetujuan Pembentukan Calon 
Kabupaten Balanipa. 
Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tentang 
persetujuan pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai Kabupaten baru 
yang ada di Sulawesi Barat yang merupakan  hasil pemekaran dari 
Kabupaten Polewali Mandar yang di Mana pengajuan Rekomendasi untuk 
menindak lanjuti dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Provinsi.  
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d) Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota; 
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor:293 Tahun 2009 
tanggal 8 Juni 2009 tentang persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten 
Balanipa sebagai Pemekaran Kabupaten Polewali Mandar 
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 186.A Tahun 2012 
Tanggal 30 Maret 2012 tentang Persetujuan penyerahan Kekayaan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat berupa Barang Bergerak dan Tidak 
bergerak untuk persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten 
Balanipa. 
Dalam hal ini, gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi 
sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil 
kajian daerah, maka usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya 
disampaikan kepada DPRD provinsi untuk dimintai persetujuannya.  
Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, maka 
gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden 
melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan melampirkan (1) Hasil 
kajian daerah, (2) Peta wilayah calon provinsi (3) Keputusan DPRD 
kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota,dan (4) Keputusan DPRD 
provinsi. 
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e) Rekomendasi Menteri dalam Negeri 
Mendagri membentuk tim untuk melakukan penelitian tehadap 
usulan pembentukan provinsi dan menyampaikan rekomendasi usulan 
pembentukan daerah ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 
yang ditindak lanjuti ke Presiden oleh Mendagri.  
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah. Susunan keanggotaan DPOD terdiri atas 
Menteri Dalam Negeri (selaku ketua), Menteri Keuangan, Menteri 
Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Sekretaris 
Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, Menterei Negara Perencanaan Pembangunan/KBPPN, 
Sekretaris Kabinet, Perwakilan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, 
Walikota), dan 3 (tiga) orang Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan 
dengan masa tugas anggota selama 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang.  
Jika dalam hal Dewa Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD ) 
memandang perlu melakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap 
usulan pembentukan daerah, maka DPOD menugaskan Tim Teknis 
DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian. Berdasarkan hasil 
klarifikasi dan penelitian itulah DPOD akan bersidang untuk memberikan 
saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan 
daerah.  
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Mendagri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah 
kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. Dalam hal 
Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, maka Mendagri 
menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah. 
Setelah undang-undang pembentukan daerah (statuta) diundangkan, 
maka pemerintah wajib melaksanakan peresmian daerah dan melantik 
penjabat kepala daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah. 
Sesuai dengan syarat-syarat diatas, rencana pembentukan 
Kabupaten Balanipa telah memenuhi syarat-syarat administratif yang telah 
diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007, seperti yang dikatakan oleh Ketua 
DPRD Kabupaten Polewali Mandar yaitu Abdullah Tato. Ketua DPRD 
menyatakan bahwa : 
“Rencana pembentukan Balanipa dalam hal ini syarat administratif  
khususnya Surat Keputusan DPRD Polewali Mandar itu sendiri  
saya rasa sudah tidak ada masalah lagi, meskipun dalam proses 
pengusulannya telah dilakukan beberapa kali revisi sesuai dengan 
apa yang di inginkan oleh DPRD dalam hal ini Komisi II” . 34 
Berdasarkan hasil wawancara diatas Balanipa sudah layak untuk di 
bentuk mejadi sebuah Kabupaten jika di lihat dari berkas dan kelengkapan 
administratifnya karena sudah memenuhi syarat administratif berdasarkan 
PP No.78 Tahun 2007, adapun mengenai revisi seperti yang diakatakan 
oleh ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar adalah revisi letak ibukota 
                                                        
34Wawancara langsung dengan Ketua DPRD Polewali Mandar Abdullah tato pada tanggal 2 Oktober 2013 di 
kantor DPRD Polewali Mandar pukul 12.53 wita 
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Kabupaten yang  dimana pada Surat Keputusan DPRD pertama yang 
ditetapkan pada tanggal 9 juni 2008 melalui sidang Paripurna DPRD 
Polewali Mandar menunjuk titik ibukota kabupaten yaitu terletak di Palippis 
wilayah kecamatan Balanipa dan wilayah kecamatan Campalagian. 
Selain terkait masalah surat Keputusan dari DPRD Polewali 
Mandar ketua DPRD Polewali Mandar juga menambahkan bahwa, Baik itu 
Surat keputusan DPRD, Surat Kepurusan Bupati, Surat Keputusan DPRD 
Provinsi dan Rekomendasi Menteri dalam Negeri sudah tidak ada 
masalah, hanya sedikit ada penyesuaian sesuai dengan apa yang di 
butuhkan oleh Komisi II DPR RI sampai saat ini. 
Pembahasan seputar kelengkapan syarat administratif untuk 
menjadikan Balanipa sebagai Sebuah Kabupaten mengalami sedikit 
Kendala dimana dalam proses melengkapi berkas yang di butuhkan dan 
diatur oleh PP No.78 tahun 2007 itu sendiri tidak di bolehkan menunjuk 2 
titik untuk  letak calon ibu kota Kabupaten.  
Ketidak sesuaian tersebut kemudian ditanggapi secara positif oleh 
Pemerintah daerah dalam hal ini DPRD polewali Mandar dengan 
melakukan perbaikan dan pemyesuaian kembali atas Surat Keputusan 
terkait letak calon ibukota Kabupaten Balanipa melalui Rapat Paripurna 
yang dilakukan oleh DPRD Polewali Mandar itu sendiri. Melalui Rapat 
Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013 oleh DPRD 
Polewali Mandar tersebut maka dihasilkan sebuah Keputusan bahwa 
82 
 
Letak Ibu kota Kabupaten Balanipa nantinya berada di Desa Laliko 
Kecamatan Campalagian, meskipun penetapan satu dari dua Nama calon 
Ibukota kabupaten dilakukan melalui cara voting. 
“ Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas dan jika melihat dan 
merunut pada aturan dan syarat-syarat yang telah di atur dalam PP 
No. 78 Tahun 2007 terkait masalah letak ibukota kabupaten 
ditulisakan bahwa Penetapan letak ibukota kabupaten dilakukan 
hanya untuk satu lokasi ibu kota kabupaten yang dimana dalam 
penetapan Letak ibukota kabupaten tersebut setelah dilakukan 
suatu kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan 
fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, 
sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.” 
Selain Pendapat Ketua DPRD Polewali Mandar terkait masalah 
Surat Keputusan Dari DPRD Polewali Mandar itu sendiri, Informan lain 
juga menambahkan dalam hal ini Asrul (Sekretaris DP3-Kabuapeten 
Balanipa /Aktivis Balanipa ) menyatakan bahwa : 
“ Pembaharuan Keputusan DPRD Polewali Mandar melalui Hasil 
rapat paripurna mengenai pembahasan penempatan dan penetapan  
letak Ibukota Kabupaten Balanipa merupakan bukti bahwa proses 
percepatan pembentukan kabupaten Balanipa masih tetap berjalan 
meskipun sebenarnya dalam prosesnya terkesan terlalu lamban“. 
Selain itu Secara teknis administatratif sudah sesuai dengan dasar 
hukumnya, yang menjadi permasalahan kemudian data tentang 
kronologis perjuangan DOB Balanipa dari sisi Politik “ 35 
                                                        
35Wawancara langsung dengan Asrul Sekretaris Dewan Presedium Percepatan Pembentukan Kabuapaten 
Balanipa (DP3-KB) pada tanggal 11 November 2013 di rumah responden pukul 16.01 wita 
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Dari penyataan diatas dijelaskan bahwa perjuangan Balanipa 
menjadi sebuah Daerah Otonom  Baru merupakan sebuah cita-cita para 
perjuangan yang lahir dari sebuah komitmen para pejuang pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat yang di mana telah menjadi kesepakatan 
bersama bahwa Balanipa harus menjadi sebuah Kabupaten setelah 
Provinsi Sulawesi Barat. 
Selain itu penjelasan diatas menyatakan bahwa secara Konseptual 
Perjuangan Balanipa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
perjuangan Sulawesi Barat itu sendiri karena telah menjadi Komitmen 
politik antar tokoh pejuang, bahwa Balanipa harus menjadi sebuah 
Kabupaten namun perbedaannya terletak pada jiwa dan semangat 
perjuangan para pejuang dalam memperjuangkan pembentukan Balanipa 
tidak sama disaat memperjuangkan Sulawesi Barat dikala itu. 
Dari penjelasan beberapa narasumber diatas terkait masalah letak 
Calon Ibukota Kabupaten Balanipa Nantinya, penulis dapat menarik 
sebuah kesimpulan bahwa Pernyaataan diatas jika dikaitkan  Peraturan 
Pemerintah No. 78 Tahun 2007 yang dimana dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah  tersebut tentang syarat  Fisik Kewilayahan Bahwa “ Lokasi 
Calon Ibukota dilakukan Hanya untuk satu lokasi ibukota”. 
Penunjukan satu titik Lokasi ibukota Kabupaten memang sudah 
seharusnya, melihat Kondisi sebelumnya yang dimana pada Keputusan 
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tersebut  Menunjuk dua titik yang pada dasarnya menyalahi aturan yang 
telah ditetapkan oleh perundangan-perundangan.  
Satu titik lokasi calon ibukota yang dimaksud disini adalah 
penunjukan letak calon Ibukota Kabupaten Balanipa yaitu Desa Laliko 
Kecamatan Campalagian, Yang dimana pada keputusan sebelumnya 
menunjuk dua titik Loasi calon Ibukota yaitu Desa Bala Kecamatan 
Balanipa dan Desa Laliko Kecamatan Campalagian. 
Penyebutan desa laliko sebenarnya dari sisi kajian PP No.78 Tahun 
2007 Jelas dan sudah sesuai karena menyebut satu titik, tapi satu sub  
pemerintahan  di bawah kabupaten tidak sesuai karena langsung 
menunjuk desa bukan menunjuk sub kecamatan. Kemudian PP 
menyebutkan bahwa Letak ibukota pemerintahan satu sub pemerintahan 
dibawah kabupaten yaitu menyebut nama kecamatan, Namun dalam hal 
ini Menunjuk Desa maka aka mempersempit ruang gerak. Menunjuk Desa 
Laliko sebagai ibukota Kabupaten, bukan Campalagian, Kecamatan 
Camaplagian mengikut untuk mempertegas bahwa Desa Laliko berada di 
Kecamatan Campalagian. 
 Dalam syarat-syarat administratif juga disebutkan Rekomendasi 
dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini surat Keputusan Bupati Polewali 
Mandar yang di mana dalam surat keputusan tersebut Menyetujui 
pembentukan Kabupaten Balanipa. Hal itu di perjelas dengan di 
keluarkannya Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 191 tahun 
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2008  pada tanggal 17 juni 2008 tentang persetujuan pembentukan 
Kabupaten Balanipa sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Polewali 
Mandar. Dengan dikerluarkannya surat persetujuan pembentukan 
Kabupaten Balanipa tersebut, kemudian menjadi semangat tersendiri bagi 
para pejuang dalam hal ini KAPP- KB itu sendiri. 
 Diterbitkannya Surat Keputusan DPRD dan Bupati Polewali Mandar 
merupakan Awal menjadi pemicu para pejuang untuk tetap 
memperjuangkan Balanipa menjadi sebuah Kabupaten, dari semangat 
yang terbangun tersebut kemudian melaahirkan sedikit masalah 
administratif dalam pengajuannya ke Komisi II DPR RI yang dimana Surat 
Keputusan Bupati di nilai masih perlu perbaikan dan Peninjauan kembali. 
 Seperti dengan Pernyataan sebelumnya mengenai masalah syarat 
administratif, Salah satu anggota DPD RI dari Sulawesi Barat yaitu 
Zastrawati,  
”Beliau menyatakan bahwa segala aspek yang terkait dengan 
syarat administratif untuk membentuk kabupaten Balanipa sudah 
lengkap tinggal menunggu keputusan pemerintah daerah karena 
saat ini bolanya ada di daerah, ini hanya masalah kemauan politik 
dinda “36 
Dengan Penjelasan diatas bahwa Sebenarnya segala aspek yang 
menyangkut syarat administratif sudah tidak ada masalah lagi, Semuanya 
sudah di lengkapi sesuai apa yang di butuhkan dan telah menjadi syarat 
                                                        
36Wawancara langsung dengan Zastrawati di rumah responden  pada tanggal  05 November 2013 pukul 10.43 
wita 
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kelengkapan, yang menjadi masalah disini adalah Kemauan Pemerintah 
daerah yang tidak serius dan tidak sepenuh hati untuk melepaskan 
Balanipa dari Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Polewali Mandar.  
Masih Seputar masalah syarat-syarat administratifnya seperti apa, 
Salah satu pemuda sekaligus aktivis kemanusiaan Campalagian yaitu 
Maenunis amin juga menegaskan bahwa:   
“Apa yang di perbincangkan seputar masalah kelengkapan syarat 
administratif, saya kira sudah sangat mewakili dinda. Karena kita 
melihat bahwa secara administaratif normative semuanya berawal 
dari aspirasi masyarakat, kemudian keputusan DPRD Polewali 
Mandar , Keputusan Bupati, Keputusan DPRD Sulawesi Barat dan 
Selanjutnya di teruskan ke Komisi II DPR RI. Sebenarnya jika di 
lihat semuanya sudah memenuhi, Beberapa hari yang lalu sewaktu 
saya di Jakarta,saya sempat berbicara dengan Bapak Salim S. 
Mengga, Dalam Kesempatan tersebut beliau mengatakan bahwa 
keputusan mengenai Syarat- syarat tersebut sebenarnya sudah 
final. Namun masih ada pertimbangan sehingga belum disahkan. 
Salah satunya masalah siapa nantinya yang akan menjabat 
sebagai pejabat sementara atau caretaker  jikalau nantinya 
Balanipa terbentuk menjadi sebuah Kabupaten. Jangan sampai 
dengan terbentuknya kabupaten Balanipaakan melahirkan 
konflikkarena memperebutkan kursi nomor satu di Balanipa 
nantinya.37 
 Dari penjelasan  diatas bahwa Sebenarnya semua syarat- syarat 
administratif sudah final. Yang menjadi pertimbangan kemudian adalah 
mengenai penunjukan figure atau tokoh yang nantinya akan menjadi 
                                                        
37Wawancara langsung dengan Maenunis amin di rumah responden pada tanggal 23 oktober 2013 pukul 17.03 
wita. 
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pejabat sementara atau caretaker untuk  KabupatenBalanipa sendiri. 
Menunjuk figure atau tokoh yang nantinya akan menjadi caretaker bukan 
persoalan mudah, karena harus menjadi figure yang diharapkan oleh 
masyarakat dan mampu mendengar aspirasi masyarakat agar tercipta 
kesejahteraan sesuai cita-cita luhur dan filosofi dari pemekaran daerah itu 
sendiri.  
 Sesuai dengan penjelasan dan pemaparan beberapa narasumber  
diatas jika dikaitkan dengan Konsep Pembentukan daerah yang di 
jelaskan oleh Mardiasmo bahwa Untuk meningkatkan pelayanan publik 
(public service) dam memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya 
terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal, yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 
publik dan kesejahteraan masyarakat.Menciptakan efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan sumber daya daerah. Memberdayakan dan menciptakan 
ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses 
pembangunan.  
Jadi apabila hal tersebut terjadi maka  apa yang menjadi harapan 
dan keinginan masyarakat secara umum dapat terselenggarakan 
sebagaimana mestinya sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat, 
peningkatan kualitas hidup serta peningkatan mutu bagi masyarakat 
dengan sendirinya.  
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B. Syarat Fisik Kewilayahan 
Selain syarat – syarat administratif yang telah penulis jelaskan 
diatas, Dalam PP No. 78 Tahun 2007 Juga dijelaskan bahwa selain syarat 
administratif yang mesti di pertimbangkan dalam proses pembentukan 
sebuah daerah kabupaten, syarat – syarat lain yang mesti di lengkapi 
untuk menunjang daerah tersebut layak menjadi daerah baru dan pantas 
di bentuk adalah Syarat – syarat fisik Kewilayahan, Syarat Fisik 
Kewilayahan meliputi:  
a) Cakupan Wilayah 
 Pembentukan Kabupaten paling sedikit 5 kecamatan 
Pembentukan Kabupaten Balanipa  terdiri dari tujuh Kecamatan 
yang nantinya masuk dalam cakupan Kabupaten Balanipa 
adalah,Tinambung, Campalagian, Tu’bi Taramanu, Luyo,Limboro dan Alu. 
Dengan melihat persyaratan yang pertama pada cakupan wilayah yang 
dimana mengisyaratkan bahwa apabila sebuah wilayah ingin membentuk 
Daerah Otonom Baru maka harus mencakup 5 kecamatan dan Untuk 
Calon Kabupaten Balanipa sudah memenuhi hal itu karena cakupan 
wilayah terdiri dari 7 Kecamatan. 
 Digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota 
(dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan 
serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota) dibuat 
berdasarkan kaidah pemetaan  yang difasilitasi oleh lembaga 
teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.  
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b) Lokasi Ibukota Kabupaten 
 Ditetapkan dengan keputusan Bupati dan Keputusan DPRD 
Kabupaten untuk ibukota kabupaten  
Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Balanipa terletak di Desa Laliko 
Kecamatan Campalagian, Penentuan Letak Calon Ibukota Kabupaten 
Balanipa didasarkan pada Letak Kecamatan Campalagian yang berada 
ditengah-ditengah diantara Kecamatan yang nantinya menjadi cakupan 
Kabupaten. 
 Dilakukan untuk satu lokasi ibukota 
Penunjukan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Balanipa terletak 
Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian.   
 Dilakukan setelah adanaya kajian daerah terhadap aspek tata 
ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak 
geografis, kependudukan, sosial ekonomi,  sosial politik dan 
sosial budaya. 
c) Sarana dan Prasarana Pemerintahan 
 Bangunan dan lahan kantor kepala daerah, Kantor DPRD, dan 
kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 Berada dalam wilayah calon daerah  
 Dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah. 
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Menurut Ketua DPRD Polewali Mandar yaitu Abdullah Tato 
menyatakan bahwa:  
“ Mengenai syarat fisik kewilayahan Kabupaten Balanipa nantinya 
dalam hal ini Cakupan wilayah, seperti yang saya bahasakan tadi 
diawal bahwa wilayah yang nantinya bergabung dalam Kabupaten 
Balanipa terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tinambung, 
Balanipa, Limboro, Tubbi Taramanu, Alu, Campalagian dan Luyo. 
Jadi saya rasa syarat pembetukan Balanipa jika melihat cakupan 
wilayahnya sudah dikategorikan bisa membentuk Daerah Otonom 
Baru jika melihat syarat-syarat tentang cakupan wilayah dalam hal 
jumlah kecamatan yang nantinya berada dalam kabupaten 
Balanipa tersebut ’’ Sedangkan terkait masalah letak ibukota kami 
sudah paripurnakan kembali dan memperbaiki Surat Keputusan 
dengan menunjuk satu titik yaitu ibukota Kabupaten Balanipa 
terletak di Desa Laliko Kecamatan Campalgian dan sudah final 
karena dokumen-dokumen kelengkapan terkait pembentukan 
Balanipa ini sudah Berada di Pusat yaitu DPR RI Komisi II. 38 
Memperhatikan Penjelasan diatas bahwa sebenarnya syarat 
tentang cakupan wilayah dan jumlah kecamatan sudah terpenuhi karena 
Dalam PP No 78 Tahun 2007 sudah mengatur bahwa Pembentukan 
Kabupaten paling sedikit 5 kecamatan dan Balanipa sudah memenuhi hal 
itu. Dalam PP No. 78 Tahun 2007 pada pasal 8, Kemudian terkait 
masalah Letak ibukota Kabupaten Balanipa DPRD Polewali Mandar 
sudah menetapkan hal itu melalui Sidang Paripurna dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan dengan Nomor : 03/KPTS/DPRD yang 
                                                        
38Wawancara langsung dengan Ketua DPRD Polewali Mandar Abdullah tato pada tanggal 2 Oktober 2013 di 
kantor DPRD Polewali Mandar pukul 12.53 wita 
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dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan menetapkan bahwa 
Letak Ibu kota Kabupaten Balanipa nantinya berada di Desa Laliko 
Kecamatan Campalagian. 
Selain  pernyataan Ketua DPRD tersebut, salah satu anggota 
DPRD polewali mandar pada saat usai sidang paripurna menyatakan 
bahwa:  
“ Terkait Masalah Pata dan batas wilayah, saat ini masih dalam 
proses melengkapi kembali Berkas yang masih terkendala yaitu 
Rekomendasi dari DPRD Provinsi Sulawesi barat yang dimana 
pada awalnya hanya mengajukan Rekomendasi dari DPRD 
Polewali Mandar atau hanya rekomendasi Kabupaten Induk, yang 
semestinya harus disertai dengan Rekomendasi dari Ketua DPRD 
Majene dan Ketua DPRD Mamasa sebagai Kabupaten yang paling 
dekat dari Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri ”. 39 
 
Dari penjelasan diatas penulis menakap bahwa sebenarnya pada 
awal pengumpulan berkas yang dimana terkait masalah batas wilayah , 
saya kira sudah tidak ada lagi masalah namun karena pihak yang 
bertugas melengkapi belum  mengetahui secara rinci apa sja yang 
dibutuhkan untuk mengesahkan Batas wilayah antara Kabupaten yang 
satu dengan kabupaten lain. Sehingga apa yang telah di pesrsiapakan 
sebelumnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh oleh DPRD 
provinsi untuk kelengapan administartif sebagai jalan untuk mendapatkan 
Rekomendasi dari DPRD Provinsi Yang dimana harus melampirkan 
                                                        
39Wawancara langsung dengan salah satu Anggota DPRD Polewali  Mandar  pada tanggal 02 Oktober 2013 
pukul 14.05 di Kantor DPRD Polewali Mandar 
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Rekomendasi dari Ketua DPRD Majene dan Ketua DPRD Mamasa 
sebagai Kabupaten yang paling dekat dari Kabupaten Polewali Mandar itu 
sendiri . Agar apa yang menjadi cirta-cita bersama dapat terealisasi sesuai 
harapan pihak pengusul dan masyarakat. 
Terkait Masalah Syarat Fisik Kewilayahan yang dimana Terdiri dari 
Cakupan Wilayah, Letak  Calon Ibukota Kabupaten, serta Sarana dan 
Prasarana Pemerintahan. Salah satu aktivis Balanipa yaitu  asrul  juga 
menambahkan bahwa : 
“ Melihat persyaratan yang telah ditetapkan di PP No,78 tahun 2007 
sebenarnya calon Daerah Otonom Baru dalam hal ini Balanipa 
sudah memenuhi Kriteria dari sekian banyak Kriteria yang telah di 
tentukan dalam PP No 78 Tahun 2007, seperti halnya masalah 
Cakupan wilayah yang dimana Terdiri 7 Kecamatan dan Masing-
masing memiliki Keunggulan dan Potensi yang begitu melimpah 
namun cara pengelolaannya yang tidak sesuai. 
Penunjukan Letak Ibukota Kabupaten Balanipa di Desa Laliko 
Kecamatan Campalagian merupakan Hasil paripurna DPRD 
polewali Mandar yang memiliki alasan Bahwa Letak Campalagian 
Berada ditengah-tengah di antara Tujuh Kecamatan yang masuk 
dalam Cakupan Kabupaten Balanipa Nantinya.  
Selain masalah Letaknya yang berada di tengah-tengah, tak bisa 
dipungkiri bahwa  Sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di 
Kecamatan Campalagian sudah cukup memadai dan dinilai sudah 
masuk dalam Kategori sebagai Ibuota Kabupaten dilihat dari 
Gedung perkantoran, Gedung Pertemuan dan Segala aspek yang 
mendukung pengembangan khususnya pemerintahan. Sehingga 
secara tidak langsung rentan Kendali Pemerintah dengan 
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masyarakatnya lebih dekat dan mempercepat kesejahteraan 
masyarakat ”40 
 
Dari penjelasan di atas bahwa kriteria-kriteria yang menjadi acuan 
dalam pembentukan Daerah sudah sepenuhnya terpenuhi karena jika 
melihat dari penjelasan beliau bahwa Cakupan Wilayah Letak Ibukota 
Kabupaten, sarana dan prasarana pemerintahan secara umum sudah 
terpenuhi, sehingga secara tidak langsung terbentuknya Kabupaten 
Balanipa dapat memicu peningkatan serta kesejahteraan masyarakat 
yang mendiami wilayah tersebut. 
Rentan Kendali pemerintahan menjadi penghambat dalam 
pengembangan pembangunan di daerah-daerah yang memiliki jarak yang 
cukup jauh dari daerah induk atau pusat pemerintahan  sehingga dengan 
kondisi seperti itu banyak daerah-daerah yang belum tersentuh oleh 
pemerintah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. 
Dari berbagai pernyaataan narasumber diatas yang dimana 
menyatakan bahwa apa yang menjadi cita-cita dan filosofi awal 
pemekaran wilayah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat 
dan mengurangi rentan kendali serta  jarak pemerintah pusat dan daerah, 
juga dibenarkan oleh teori Laode Ida (2005) yang menyatakan tentang 
alasan sebuah daerah dimekarkan.Pertama, dikaitkan dengan rentang 
kendali suatu wilayah daerah yang dianggap terlalu luas, sehingga untuk 
mendekatkan pihak pengambil kebijakan (yang bertempat di ibu kota 
                                                        
40Wawancara langsung dengan Asrul Sekretaris Dewan Presedium Percepatan Pembentukan Kabuapaten 
Balanipa (DP3-KB) pada tanggal 11 November 2013 di rumah responden pukul 16.01 wita 
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pemerintahan daerah) dengan masyarakat, dipandang perlu 
menghadirkan suatu institusi dan struktur pemerintahan daerah baru. 
Alasan ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan 
pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. 
Kedua, dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan, 
karena kenyataannya konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan 
pembangunan (ekonomi) selalu berada di ibu kota pemerintahan daerah 
dan wilayah sekitarnya. 
Melihat hal tersebut diatas maka penulis kemudian menarik sebuah 
kesimpulan dengan mencocokkan apa yang terjadi dan penulis dapatkan  
di lapangan serta melihat teori yang dikemukakan oleh ahli yaitu Laode 
Ida bahwa sebenarnya masyarakat menginginkan pemekaran dan 
membentuk daerahnya sendiri karena jauhnya jarak dari ibukota 
pemerintahan dengan daerah yang menyebabkan lambannya pelayanan 
administrasi kepada masyarakat yang berada didaerah pelosok sehingga 
segala urusan-urusan yang menyangkut dengan urusan struktural 
pemerintahan tidak berjalan sebagai mana mestinya. 
Jarak dan rentan kendali pemerintah pusat ke daerah yang cukup 
jauh, Kemudian melahirkan masalah baru seperti timpangnya 
pembengunan yang mengakibatkan masyarakat yang berada di pelosok 
dan jauh dari wilayah perkotaan sehingga masyarakat yang berada di 
pelosok kemudian merasa termarginalkan dan terkucilkan. Lambannya 
pembangunan disegala bidang transportasi, pendidikan dan sebagainya 
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menjadi semangat tersendiri bagi masyarakat untuk mengelola daerahnya 
sendiri sehingga menuntut adanya Pemekaran dan pemebentukan 
daerah. 
C. Kronologi Pembentukan Kabupaten Balanipa 
 Rencana pembentukan Kabupaten Balanipa yang telah bergulir 
selama beberapa tahun masih menjadi sebuah perdebatan yang panjang 
dan sampai sekarang masih di perdebatkan baik dikalangan masyarakat 
umum , elit politik, pemerintah dan pihak yang menjadi inisiator dalam 
rencana pembentukan kabupaten Balanipa itu sendiri.  
 Sebelumnya penulis sedikit mengulas kembali awal mula atau 
kronologis sehingga pembentukan balanipa ini menjadi sesuatu yang 
mesti di bentuk menjadi sebuah kabupaten : 
Dalam pokok fikiran tentang pembentukan Balanipa sebenarnya 
telah ada sejak Sulawesi barat masih menjadi sebuah perbincangan untuk 
dijadikan sebagai Provinsi.  
Raja Balanipa yang Ke 54 Abdul malik pattana ending (arajang ke 
54) pernah mengatakan bahwa ‘” nama balanipa sebaiknya dijadikan 
sebgai nama kabupaten, spiritnya berasal dari pemikiran bahwa Kata 
Balanipa pernh menjadi nama sebuah kerajaan besar dalam  persekutuan 
pitu ba’bana binanga. Dari sisi sejarah Dalam pokok fikiran pembentukan 
sulbar sebuah keniscayaan sejarah yang di tulis oleh Rahmat Hasanuddin 
itu sudah termuat nama balanipa dan dalam peta Sulawesi Barat sudah 
ada Balanipa di dalamnya. 
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Sebelum dibentuk Komite Aksi Percepatan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa ( KAPP-KB ), sebenarnya sudah ada organisasi yang 
di bentuk oleh Pemuda-Pemuda di Campalagian Saat itu yaitu Front 
Pemuda Campalagian Bersatu. Tempat rapat pertama di mushallah SMA 
Negeri 1 Campalagian yang dimana pada rapat saat itu di hadiri oleh 
beberapa pemuda dan berbaagai elemen masyarakat yang mendukung 
Gerakan Perjuangan Pembentkan Balanipa tersebut. 
Dalam Proses Perjuangan Front Pemuda Campalagian Bersatu 
dan memasang spanduk di jembatan mapilli  yang bertuliskan “ Harga 
Mati Untuk Kabupaten Balanipa “ yang dimana dalam proses tersebut 
pemuda dan elemen masyarakat dan menggelorakan pembentukan 
Kabupaten Balanipa dan mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Polewali Mandar agar Menyetujui hal 
tesebut. 
Masyarakat dan pemuda merasa bahwa hal itu belum terlalu efektif 
maka kemudian dibentuklah Gerakan Balanipa Bersatu (G2B) Untuk 
mengcover dan mewadahi 7 kecamatan  untuk menggelorakan semangat 
masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Balanipa.  
Setelah itu dilanjutkan dengan dilakukannya sebuah deklarasi yang 
berlokasi di bawah kaki menara Mesjid Lapeo dengan tujuan dan 
pembuktian bahwa perjuangan ini betul-betul murni aspirasi masyarakat 
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Balanipa yang ingin lepas dari Kabupaten Induknya yaitu Polewali 
Mandar. 
Pertemuan selanjutnya kemudian dilaksanakan di gedung tasya 
center untuk membahas kelanjutan pembentukan Balanipa, dengan 
membentuk  wadah baru sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat 
yaitu Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP-KB) dan menyepakati  
secara aklamasi bahwa Mujirin M.Yamin yang menjadi Ketua KAPP-KB 
saat itu 
Penunjukan dan Pengaklamasian Mujirin M. Yamin sebagai Ketua 
KAPP-KB Saat itu beralasan, karena pada saat itu Mujirin M. Yamin saat 
itu  beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sulawesi Baratdan secara tidak langsung memiliki kedekatan dan ikatan 
emosional dengan Gubernur Anwar Adnan Shaleh Sulawesi Barat saat 
itu, penetapan Mujirin M. Yamin saat itu juga bersamaan dengan 
penunjukan Adi arwan alimin dan Asrul (saya) sebagai jajaran wakil ketua 
di Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP-KB).  
Setelah beberapa lama kemudian rapat masih tetap dilaksanakan 
di SMA Negeri 1 Campalagian, sampai pada pembahasan Letak ibukota 
kabupaten, tempat rapat dipindahkan ke SMA Lajonga yang dimana pada 
saat itu Mujirin M. Yamin menjabat sebagai pejabat sementara atau 
Caretaker Kabupaten Polewali mandar.  
98 
 
Dalam Rapat tersebut salah satu dan pemuda dari perwakilan 
Kecamatan Luyo menyatakan bahwa: Letak ibu kota Kabupaten Balanipa 
sebaiknya di Campalagian, karena letak Kecamatan Campalagian ini 
berada ditengah-tengah. Dalam PP No.78 Tahun 2007 juga dijelaskan 
bahwa  Penentuan letak ibu kota Kabupaten minimal 25 km jaraknya dari 
Kabupaten Lain. 
Semangat dan Gelora pembentukan Kabupaten Balanipa menjadi 
sebuah daerah otonom dalam prosesnya mengalami banyak kendala 
dimana dimana dalam proses tersebut terlalu banyaknya tarik ulur 
kepentingan antar golongan atau elit sehungga memperlambat proses 
pembentukan tersebut. Aspirasi masyarakat dari ketujuh Kecamatan yang 
nantinya masuk dalam wilayah Kabupaten Balanipa kemudian diajukan 
kepada DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai langkah awal 
persetujuan Pembentukan Balanipa, 
Waktu demi Waktu kemudian berjalan diikuti dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar 
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Persetujuan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa yang pertama pada tanggal 9 Juni 2008 dengan 
No.3/KPTS/DPRD, Surat Keputusan Persetujuan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa yang kedua pada tanggal 7 September 2010 dengan 
Nomor 04/KPTS/DPRD, Surat Keputusan Persetujuan pembentukan 
Kabupaten Balanipa Pada tanggal 14  September 2012 dengan Nomor 
05/KPTS/DPRD, dan Surat Keputusan Persetujuan pembentukan 
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Kabupaten Balanipa yang terakhir Pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan 
nomor 03/KPTS/DPRD .  
Dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar mulai awal 
hingga akhir tersebut kemudian menjadi semangat tersendiri bagi 
masyarakat untuk tetap menggelorakan Percepatan Pembentukan 
Kabupaten Balanipa menjadi sebuah Daerah Otonom Baru di Sulawesi 
Barat sebagai Hasil pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar 
meskipun sebenarnya telah beberapa kali dilakukan penyesuaian terkait 
Peraturan yang telah mengatur tentang tata carapembentukan sebuah 
daerah . 
Seperti halnya dengan Proses administratif sebelumnya, Surat 
Keputusan dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Polewali 
Mandar yang mengalami beberapa kali penyesuaian sesuai dengan yang 
di butuhkan dan menjadi syarat terkait pemebentukan sebuah daerah 
Otonom baru. 
Sampai pada saat ini proses percepatan pembentukan Kabupaten 
Balanipa masih tetap bergulir dan di besar-besarkan, sampai pada 
akhirnya menemui titik terang dimana Kabupaten Balanipa masuk dalam 
pembahasan Proses Legislasi Nasional (Prolegnas ) dan Pembahasan 
RUU kabupaten Balanipa dan tinggal menunggu Amanat Presiden 
(Ampres) untuk di tetapkan menjadi Kabupaten Baru di Sulawesi Barat. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dalam pembahasan dan hasil penelitian mengenai pembentukan 
daerah otonom baru studi tentang rencana pembentukan Kabupaten 
Balanipa, maka penulis menyimpulkan bahwa:  
a) Keberadaan potensi SDA, SDM dan Potensi lain yang ada di 
Balanipa cenderung dapat dikatakan mampu berdiri sebagai 
daerah otonom baru dengan mempertimbangkan bahwa dengan 
adanya pemekaran akan memicu pertumbuhan ekonomi dan 
percepatan pembangunan melalui pengelolaan sumberdaya atau 
potensi daerah yang ada.  
b) Pemekaran Balanipa Dari Kabupaten induknya Yaitu Kabupaten 
Polewali Mandar merupakan suatu Keharusan jika di dilihat dari sisi 
kebutuhan dan Faktor Kesejarahan  
c) Dari sisi administrasi pemerintahan, karena luasnya wilayah 
ditambah lagi dengan medan yang berat benar-benar sulit 
mengakses sarana-sarana penting seperti halnya pelayanan publik 
pemerintahan karena terbatasnya sistem transportasi darat dan 
jauhnya jarak pusat pemerintahan dengan daerah-daerah yang 
berada pelosok sehingga mengakibatkan rentang kendali 
pemerintahan yang cukup jauh. Jadi, dengan pendekatan ini maka 
persoalan rentang kendali Balanipa akan teratasi dengan dilakukan 
proses pemekaran dan pembentukan daerah. 
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B. Saran 
 
Proses pemekaran serta pembentukan daerah  yang dilakukan 
semua elemen masyarakat menjadi titik awal terhadap suatu proses yang 
baru dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, begitu juga 
sebaliknya masyarakat akan terbantukan. Namun menjaga agar benar-
benar proses menuju daerah otonom baru menjadi lancar, maka 
disarankan : 
a) Apabila nantinya Kabupaten balanipa terbentuk maka Pemerintah 
yang menjabat, sebaiknya dalam melakukan pelayanan kepada 
masyarakat tidak terjadi tebang pilih, artinya proses yang dilakukan 
seperti halnya mengurusi surat-suart penting dilakukan secara adil 
dan tidak memihak. Agar masyarakat tidak merasakan hal yang 
sama seperti yang mereka rasakan pada saat kabupaten balanipa 
belum terbentuk.  
b) Dalam penunjukan caretaker atau pejabat sementara, pemilihannya 
harus secara demokratis melalui mekanisme-mekanisme yang ada. 
c) Apabila Kabupaten Balanipa terbentuk sekiranya pemerintah 
daerah dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan 
sebaiknya melibatkan tokoh adat, pemimpin, dan segala elemen-
elemen masyarakat dalam proses tersebut. Agar apa yang di 
harapkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten 
Balanipa nantinya dapat tercapai sebagai mana mestinya. 
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LAMPIRAN 
PP NO. 78 TAHUN 2007 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 78 TAHUN 2007 
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  
PENGGABUNGAN DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, 
dan penggabungan daerah sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan ketatanegaraan dan 
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah 
sehingga perlu diganti; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah; 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
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 Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 
PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN,PENGGABUNGAN 
DAERAH. 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
7. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu 
sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 
8. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah 
provinsi atau daerah kabupaten/kota. 
9. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke 
dalam daerah lain yang bersandingan. 
10. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota 
menjadi dua daerah atau lebih. 
11. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan 
kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah. 
12. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun 
oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan 
pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian 
kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan 
penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik 
tersendiri. 
13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN DAERAH 
 
Pasal 2 
(1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah 
atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu 
daerah menjadi dua daerah atau lebih. 
(2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.  
(3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih; 
b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada 
wilayah provinsi yang berbeda; dan  
c. penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi. 
(4) Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) 
kabupaten/kota atau lebih; 
b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada 
wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan  
c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) 
kabupaten/kota. 
 
Pasal 3 
Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai 
batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) 
tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota. 
 
Pasal 4 
(1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan 
penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada 
wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, 
teknis, dan fisik kewilayahan. 
(2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran 
kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang 
bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus 
memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 
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Pasal 5 
(1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: 
a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan 
menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; 
b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama 
bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi; 
c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan 
calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;  
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
provinsi; dan 
e. Rekomendasi Menteri. 
(2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi: 
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota; 
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota; 
c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota;  
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/kota; dan 
e. Rekomendasi Menteri. 
(3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi 
sebagian besar masyarakat setempat.  
(4) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat 
yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/ kota yang akan 
menjadi cakupan wilayah calon provinsi sebagaimana dimaksud 
pada   ayat (3). 
 
 
Pasal 6 
(1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor 
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan 
keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan 
hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam 
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lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Pemerintah ini.  
(3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah 
otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya 
mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator 
faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi 
daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat 
mampu atau mampu. 
 
Pasal 7 
Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan 
prasarana pemerintahan.  
 
Pasal 8 
Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk: 
a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; 
b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan  
c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan. 
 
Pasal 9 
(1) Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta 
wilayah calon provinsi.  
(2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi 
cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan 
nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau 
wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon 
provinsi. 
(3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis 
dan dikoordinasikan oleh Menteri. 
 
Pasal 10 
(1) Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam 
peta wilayah calon kabupaten/kota. 
(2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain 
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yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas 
wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di 
provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi 
yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang 
berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota. 
(3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis 
dan dikoordinasikan oleh gubernur. 
 
Pasal 11 
(1) Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota 
berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus 
dilengkapi dengan daftar nama pulau. 
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan 
Pasal 10 ayat (1) harus merupakan satu kesatuan wilayah 
administrasi. 
 
Pasal 12 
(1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 7 
ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD 
provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan 
keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. 
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 
untuk satu lokasi ibukota. 
(3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, 
ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, 
kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. 
(4) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota 
kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke 
lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak 
dibentuknya kota.  
 
Pasal 13 
(1) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, 
kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
(2) Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 
dalam wilayah calon daerah. 
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(3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki pemerintah 
daerah dengan bukti kepemilikan yang sah. 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH 
 
Pasal 14 
Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  
b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian 
besar masyarakat setempat;  
c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk 
keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah. 
d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan: 
1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. 
e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi 
sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan 
hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut 
selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi; 
f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur 
menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden 
melalui Menteri dengan melampirkan: 
1. Hasil kajian daerah; 
2. Peta wilayah calon provinsi; 
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; 
dan  
4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.  
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Pasal 15 
Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  
b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian 
besar masyarakat setempat;  
c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk 
keputusan bupati/walikota; 
d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c disampaikan kepada masing-masing gubernur yang 
bersangkutan dengan melampirkan: 
1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan 
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.  
e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi 
sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan 
hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut 
selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan; 
f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-
masing gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi 
kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: 
1. Hasil kajian daerah; 
2. Peta wilayah calon provinsi; 
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; 
dan  
4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.  
 
Pasal 16 
Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai 
berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  
b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau 
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menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam 
bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama 
lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama 
lain;  
c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan 
bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;  
d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada 
gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: 
1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 
2. hasil kajian daerah;  
3. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.  
e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian 
daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 
f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota 
kepada DPRD provinsi; 
g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan kabupaten/kota; dan 
h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 
kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan 
kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan 
melampirkan: 
1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 
2. Hasil kajian daerah; 
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; 
dan 
5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d. 
 
 
 
Pasal 17 
Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sebagai 
berikut: 
a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
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wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  
b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau 
menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam 
bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama 
lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama 
lain; 
c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan 
bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah; 
d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan 
kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan 
dengan melampirkan: 
1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 
2. Hasil kajian daerah;  
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.  
e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian 
daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;  
f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota 
kepada DPRD provinsi; 
g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan kabupaten/kota; dan 
h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan 
kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan 
kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan 
melampirkan: 
1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; 
2. hasil kajian daerah; 
3. peta wilayah calon kabupaten/kota; 
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota; 
dan 
5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf d dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.  
 
Pasal 18 
(1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi 
atau kabupaten/kota. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim 
yang dibentuk Menteri.  
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(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah 
kepada DPOD. 
 
 
 
 
Pasal 19 
(1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri 
meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD.  
(2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan 
penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD 
menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan 
penelitian.  
(3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan 
daerah. 
 
Pasal 20 
(1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada 
Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD. 
(2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri 
menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan 
daerah. 
 
Pasal 21 
(1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, 
Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat 
kepala daerah. 
(2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya 
undang-undang tentang pembentukan daerah. 
 
BAB IV 
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH 
 
Pasal 22 
(1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan 
dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. 
(2) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan 
penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan 
hasil kajian. 
 
 
BAB V 
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH 
 
Pasal 23 
(1) Berdasarkan proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (2), Menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan 
penyelenggaraan otonomi daerah kepada DPOD. 
(2) DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak mampu 
menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD merekomendasikan agar 
daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain. 
(4) Menteri meneruskan rekomendasi DPOD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) kepada Presiden. 
(5) Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan 
penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang 
penghapusan dan penggabungan daerah. 
 
BAB VI 
PEMBINAAN  
 
Pasal 24 
(1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah 
otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala 
daerah. 
(2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. penyusunan perangkat daerah; 
b. pengisian personil; 
c. pengisian keanggotaan DPRD; 
d. penyusunan APBD; 
e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari 
provinsi; 
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f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen; 
g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan 
h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah. 
(3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 
huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, 
untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur provinsi 
induk dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur 
bersama bupati kabupaten induk. 
(4) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf g dan    huruf h dilaksanakan oleh 
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen secara 
bertahap dan terpadu. 
 
Pasal 25 
(1) Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap 
daerah otonom dalam rangka penghapusan dan penggabungan 
daerah.  
(2) Fasilitasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah 
terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia 
bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk 
dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan 
publik. 
 
BAB VII 
PENDANAAN 
 
Pasal 26 
(1) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi 
dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota 
yang menjadi cakupan calon provinsi. 
(2) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota 
dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi. 
(3) Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan 
penggabungan daerah dibebankan pada APBN.  
 
Pasal 27 
(1) Dana perimbangan bagi daerah otonom baru diperhitungkan setelah 
undang-undang pembentukannya ditetapkan. 
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(2) Perhitungan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal 
daerah otonom baru tersedia secara lengkap sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, 
besaran dana perimbangan diperhitungkan secara proporsional 
berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai 
dari daerah induk. 
 
Pasal 28 
(1) Bagi provinsi baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan 
setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan dana yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali 
bersumber dari hibah provinsi induk dan dukungan dana dari 
kabupaten/kota yang menjadi cakupan provinsi baru. 
(2) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dicantumkan dalam APBD provinsi induk, sesuai kemampuan 
keuangan provinsi induk. 
(3) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam undang-undang pembentukan provinsi baru. 
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh provinsi 
induk sampai provinsi baru mempunyai APBD sendiri. 
(5) APBD provinsi induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan 
wilayah provinsi baru sebelum provinsi baru mempunyai APBD 
sendiri.  
(6) Dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berasal dari APBD kabupaten/kota yang besarnya ditetapkan 
secara proporsional berdasarkan besaran APBD kabupaten/kota 
masing-masing. 
(7) Besaran dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) ditetapkan dalam undang-undang pembentukan 
provinsi baru. 
 
Pasal 29 
(1) Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang pembentukannya 
ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan 
bantuan provinsi. 
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(2) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai 
kemampuan keuangan kabupaten/kota induk. 
(3) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagai dimaksud pada ayat 
(2), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk dan ditetapkan 
dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru. 
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 
kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota 
baru. 
(5) APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk 
cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru 
mempunyai APBD sendiri. 
(6) Bantuan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang 
pembentukan kabupaten/kota baru. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN  
 
Pasal 30 
Bagi provinsi yang memiliki status istimewa dan/atau diberikan 
otonomi khusus, dalam pembentukan daerah selain ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang memberikan status istimewa 
dan/atau otonomi khusus.  
 
Pasal 31 
(1) Pembentukan perangkat provinsi baru, dilaksanakan oleh penjabat 
gubernur dan difasilitasi oleh Menteri bersama gubernur provinsi 
induk.  
(2) Pembentukan perangkat kabupaten/kota baru, dilaksanakan oleh 
penjabat bupati/walikota dan difasilitasi oleh gubernur bersama 
dengan bupati induk. 
 
Pasal 32 
Pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari 
pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 33 
(1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak 
bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi 
baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset. 
(2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian 
provinsi baru dan kabupaten/kota baru. 
(3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak 
bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota 
yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), 
dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru. 
 
Pasal 34 
(1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru 
difasilitasi oleh Menteri. 
(2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota 
baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota 
induk. 
(3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 35 
(1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan bersama-sama 
oleh provinsi baru, provinsi induk dan provinsi yang bersandingan 
lainnya.  
(2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru dilakukan 
bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan 
kabupaten/kota yang bersandingan lainnya.  
(3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak 
dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. 
(4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri.  
(5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi penegasan 
batas wilayah ditetapkan oleh Menteri. 
 
 
 
 
 
122 
 
BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 36 
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan 
Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan 
Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 37 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
 
 
 Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 
2007 
 
PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
ttd. 
 
 
 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG 
YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 2007 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd 
 
ANDI MATTALATTA 
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PENJELASAN 
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 78 TAHUN 2007 
TENTANG  
 
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  
PENGGABUNGAN DAERAH  
 
I. UMUM 
 
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas 
kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah 
untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat.  
Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah 
menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah 
yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.  
Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni 
administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.  
1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah 
dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan 
daerah.  
2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan 
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, 
kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain 
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun 
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faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, 
tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 
penyelenggaraan pemerintahan. 
3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi 
cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana 
pemerintahan. 
Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru 
dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang 
optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk 
menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan 
demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus 
mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan 
pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan 
pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah.  
Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh 
kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan 
pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat 
penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif 
ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, 
potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) 
selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah 
Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki 
karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang 
belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis. 
Pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan 
pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan 
evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom 
baru baik provinsi maupun kabupaten/kota. Gubernur provinsi induk 
bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan 
pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk, sedangkan bupati 
kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi 
penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk 
agar dapat berjalan dengan optimal.  
Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan 
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dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.  
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas.  
  
Pasal 2 
Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
Ayat (1)  
 
Huruf  a 
Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan 
menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi, ditetapkan berdasarkan rapat 
paripurna yang memuat: 
1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan 
wilayah calon provinsi; 
2. Persetujuan nama calon provinsi;  
3. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk 
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jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; dan 
5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali di provinsi baru. 
 
Huruf  b 
Keputusan masing-masing bupati/walikota dari 
kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon 
provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi 
yang memuat:  
1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan 
wilayah calon provinsi; 
2. Persetujuan nama calon provinsi;  
3. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk 
jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;  
5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali di provinsi baru; 
6. Persetujuan kesediaan menyerahkan se-bagian aset 
kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru; dan 
7. Persetujuan memindahkan sebagian personil yang 
dibutuhkan provinsi baru. 
 
Huruf  c  
Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan 
calon provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna 
yang memuat:  
1. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota yang menjadi 
cakupan wilayah calon provinsi; 
2. Persetujuan nama calon provinsi;  
3. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
4. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk 
jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut 
terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 
5. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk 
jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi 
baru; dan 
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6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki 
atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak 
bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang 
provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi. 
Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan 
lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi 
wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, 
sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan 
kebutuhan calon provinsi. 
Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk 
yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan 
kepada calon provinsi. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan 
penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan 
dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung 
jawab calon provinsi.  
Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari 
satu, Keputusan DPRD provinsi dibuat oleh masing-
masing DPRD provinsi induk. 
 
Huruf  d 
Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan 
calon provinsi, memuat: 
1. Persetujuan nama calon provinsi; 
2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
3. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan 
wilayah calon provinsi; 
4. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk 
jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi 
baru; dan 
5. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama 
kali di provinsi baru; 
6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki 
atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak 
bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang 
provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi. 
Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan 
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lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi 
wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, 
sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan 
kebutuhan calon provinsi. 
Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang 
bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada 
calon provinsi. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan 
kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon 
provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi. 
Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, 
keputusan gubernur dibuat oleh masing-masing gubernur 
dari provinsi induk. 
 
Huruf e 
Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil 
penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi yang 
dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud 
dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau 
perguruan tinggi. 
 
Ayat (2)  
 
Huruf a 
Keputusan DPRD kabupaten/kota induk yang ditetapkan 
berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat: 
1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 
2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan 
wilayah calon kabupaten/kota; 
4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota 
untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-
turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 
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5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali di daerah otonom baru; 
6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki 
atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak 
bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang 
kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon 
kabupaten/kota. 
Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak 
dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon 
kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada 
calon kabupaten/ kota, sedangkan aset yang bergerak 
disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. 
 Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota 
induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan 
diserahkan kepada calon kabupaten/kota. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan 
penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang akan 
dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi 
tanggung jawab calon kabupaten/kota. 
7. Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran 
yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam 
cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk 
kepada kota yang akan dibentuk. Adapun aset lainnya 
berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk 
yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam 
cakupan wilayah calon kota dapat dilakukan pelepasan 
hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk 
membangun sarana prasarana di ibukota kabupaten 
induk yang baru; dan 
8. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru 
apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan 
wilayah kota yang akan dibentuk. 
Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya 
lebih dari satu, keputusan DPRD kabupaten/kota dibuat 
oleh masing-masing DPRD kabupaten/kota induk. 
 
Huruf  b 
Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat: 
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1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota; 
2. Persetujuan lokasi calon ibukota; 
3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan 
wilayah calon kabupaten/kota; 
4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota 
untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-
turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; 
5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali di daerah otonom baru; 
6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki 
atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak 
bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang 
kabupaten/ kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon 
kabupaten/kota. 
Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak 
dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon 
kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada 
calon kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak  
disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota. 
Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota 
induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan 
diserahkan kepada calon kabupaten/kota. 
Hutang dan piutang yang berhubungan dengan 
penyerahan kekayaan kabupaten/ kota induk yang akan 
dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi 
tanggung jawab calon kabupaten/kota. 
7. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru 
apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan 
wilayah kota yang akan dibentuk; 
Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya 
lebih dari satu, keputusan bupati/walikota dibuat oleh 
masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota 
induk. 
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Huruf c 
Keputusan DPRD provinsi yang ditetapkan berdasarkan 
rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon 
kabupaten/ kota yang memuat: 
1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota 
untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-
turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 
2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali di kabupaten/kota; 
3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan 
wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota 
kabupaten; dan 
4. Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana 
perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah 
kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah 
calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah 
dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik 
dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau 
tukar menukar. 
 
Huruf d 
Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan 
calon kabupaten/kota yang memuat: 
1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota 
untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-
turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota; 
2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 
untuk pertama kali di kabupaten/kota;  
3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan 
wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota 
kabupaten; dan 
4. Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan 
berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan 
bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya 
yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru 
dibentuk. 
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Huruf e 
Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil 
penelitian terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota 
yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim 
dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen 
atau perguruan tinggi. 
 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian besar masyarakat 
setempat” adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis 
yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan 
Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan 
di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  
Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua 
Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. Jumlah 
keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan 
Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus 
mencapai lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum 
tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi 
cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan 
Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah 
sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari 
keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan 
wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota. 
 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
Ayat (1) 
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Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan 
ekonomi dalam bentuk (1) PDRB per kapita; (2) Pertumbuhan 
ekonomi; dan (3) Kontribusi PDRB terhadap PDRB total. 
Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana 
pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya 
aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan 
untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur 
dengan (1) Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 
10.000 penduduk; (2) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 
penduduk; (3) Rasio pasar per 10.000 penduduk; (4) Rasio 
sekolah SD per penduduk usia SD; (5) Rasio sekolah SLTP per 
penduduk usia SLTP; (6) Rasio sekolah SLTA per penduduk 
usia SLTA; (7) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk; 
(8) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk; (9) Persentase 
rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau 
perahu atau perahu motor atau kapal motor; (10) Persentase 
pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga; (11) Rasio 
panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; (12) 
Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap 
penduduk usia 18 tahun ke atas; (13) Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke 
atas; dan (14) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk. 
Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang 
diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 
penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 
penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan. 
Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang 
diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif 
penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi 
kemasyarakatan. 
Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang 
diukur dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2)  Kepadatan 
Penduduk. 
Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan 
cakupan wilayah yang dapat diukur dengan (1) Luas wilayah 
keseluruhan; dan (2) Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan. 
Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang 
dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio 
jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan 
(2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan. 
Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan 
ketertiban daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah 
personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. 
Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap 
keuangan yang dapat diukur dengan  (1) Jumlah PAD; (2) Rasio 
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PDS terhadap Jumlah Penduduk dan (3) Rasio PDS terhadap 
PDRB. 
Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan 
terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan 
masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan 
manusia. 
Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan 
cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang 
dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau 
ibukota kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari 
kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota 
provinsi atau ibukota kabupaten). 
 
Ayat (2) 
Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam 
merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom 
dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah 
induk dan calon daerah yang akan dibentuk dan 
menitikberatkan pada faktor kependudukan, faktor kemampuan 
ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan 
keuangan. 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Ayat (1) 
Peta wilayah provinsi dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan 
dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, citra 
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satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang berwenang) 
dengan skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat 
Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan 
Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah 
kepulauan. 
 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah 
pemetaan dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa 
bumi, citra satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang 
berwenang) dengan skala antara 1:100.000 sampai dengan 
1:250.000 untuk pembentukan kabupaten; dan skala antara 
1:25.000 sampai dengan 1:50.000 untuk pembentukan kota. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat 
Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan 
Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah 
kepulauan. 
 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “merupakan satu kesatuan wilayah” 
adalah suatu wilayah daerah yang tidak terpisahkan oleh 
cakupan wilayah daerah lain (enclave). 
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Pasal 12 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 
Hasil kajian daerah mengenai lokasi calon ibukota merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil kajian 
daerah tentang kelayakan pembentukan daerah. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “bangunan dan lahan” adalah 
bangunan permanen yang layak digunakan sebagai kantor 
pemerintahan daerah otonom baru, dan lahan dengan luas dan 
kondisi yang layak untuk halaman dan pertapakan bangunan 
perkantoran pemerintahan daerah otonom baru.  
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam 
satu kelurahan. 
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Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam 
satu kelurahan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
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Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam 
satu kelurahan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Pasal 17 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah 
forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam 
satu kelurahan. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
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Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dalam melakukan penelitian, Tim dapat bekerjasama dengan 
perguruan tinggi atau lembaga lainnya. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
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Pasal 22 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Daerah yang dihapus dapat digabungkan kepada satu daerah 
otonom atau digabung kepada beberapa daerah otonom yang 
bersandingan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
Pasal 25 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah, 
Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui pemberian 
insentif fiskal dan/atau insentif non-fiskal kepada dua atau lebih 
daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung 
membentuk satu daerah otonom baru. 
Insentif fiskal adalah insentif yang diberikan dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
Insentif non-fiskal adalah insentif yang diberikan dalam bentuk 
dukungan teknis dan fasilitasi peningkatan kemampuan 
kelembagaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia, 
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kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan 
pelayanan publik. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka 
pembentukan provinsi” meliputi biaya untuk kajian daerah, 
penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi 
penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, 
pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan 
pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan 
pelantikan penjabat daerah. 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka 
pembentukan kabupaten/kota” meliputi biaya untuk kajian 
daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, 
koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, 
pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan 
pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan 
pelantikan penjabat daerah. 
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka 
penghapusan dan penggabungan daerah” meliputi biaya untuk 
seluruh kegiatan sejak proses evaluasi dan pengkajian sampai 
dengan terbitnya Undang-Undang Penghapusan dan 
Penggabungan Daerah. 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
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Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
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